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ABSTRAK

KegiatanindustrisawitdiIndonesiadidominasiolehusaha-usaha
yang berkorelasilangsung dengan lingkungan hidup.Darisegilokasi,
usahainijugasangattersebardiseluruhwilayahIndonesia.Sumberdaya
manusia yang terlibatpada umumnyabertarafpendidikan yang relatif
rendah,sertabelum banyakyangmelakukanpengolahanlimbah.Industri
sawitsalah satu contoh yang penulislakukan penelitian pada PT.Inti
IndosawitSuburPmksIBuatan(PBS)diPangkalanKerinciyangdimana
dalam proses pengolahannya menghasilkanlimbah baik limbah padat
maupun cair.Limbah padatdihasilkan dariprosespenyaringan dan
penggumpalan.Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses
pembersihan,olehkarenaitulimbahcairyangdihasilkansangattinggi.
Limbahcairtahudengankarakteristikmengandungbahanorganiktinggi
dan kadar Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen
Demand(COD)yangcukuptinggipula,jikalangsungdibuangkebadanair,
jelassekaliakanmenurunkandayadukunglingkungan.Jenispenelitianini
dapatdigolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris),
karenadalam penelitianinipenulislangsungmengadakanpenelitianpada
lokasiatau tempatyang ditelitiguna memberikan gambaran secara
lengkap danjelastentang masalahyang diteliti.Kesimpulanyang bisa
diperolehdarihasilpenelitian adalah Pertama,TanggungJawabdan
PengawasanPT.IntiIndosawitSuburPMKS IBuatan(PBS)Terhadap
PengelolaanLimbahCairadalahdengancaramembuatduaseptictank,
septictankyangberukuranlebihbesardaripadaseptictankyangsatunya.
Kemudiandisalurkankesebuahdrum besaryangditanam didalam tanah,
setelahairterkumpulakankeluardengansendirinyadanlimbahyanglain
akanmengendapyangkemudianakandibuanglangsungkelingkungan
denganmeninggalkanbaubusuk.Menjelaskanlagibahwaairyangkeluar
daridrum akanditampunglagidipenampungansepertikolam kecilyang
nantinyaakanmenghasilkanendapanyangdapatdimanfaatkansebagai
pupukdanberupaairyang dibuang langsung kesungaitanpadengan
bahaya yang cukup besar.Kedua,Faktor-FaktorPenyebab Pengelolaan
LimbahCairTidakBerjalanDenganBaikSesuaiDenganUndang-Undang
Nomor32Tahun2009TentangPerlindunganDanPengelolaanLingkungan
HidupadalahPertama,FaktorKetidaktahuandaripengusahaitusendiri.
Kedua,Faktorpartisipasipemerintah dan penegakan hukum,dibutuhkan
ketegasan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalammelaksanakan
peraturan dan perlu adanya sosialisasi serta partisipasi
mengenaisosialisasiisiperaturan serta pembinaanlangsung kepada
pengusaha tahu agarmenambah pengetahuan tentang hukum.Ketiga,
Faktorperanmasyarakatdikarenakanmasyarakatkurangmemperhatikan
dampakpencemaranyangterjadisehinggaperluadanyakepeduliandari
masyarakatsebagaipengawasagarpelestarianlingkungandapatterjaga.
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ABSTRACT

Theactivitiesofthepalm oilindustryinIndonesiaaredominatedby
businessesthataredirectlycorrelatedwiththeenvironment.Intermsof
location,thisbusinessisalsoveryspreadthroughoutIndonesia.Ingeneral,
thehumanresourcesinvolvedarerelativelylow ineducation,andnot
manyhavedonewastetreatment.Thepalm oilindustryisoneexample
thattheauthorconductedresearchatPT.IntiIndosatSuburPmksI
Artificial(PBS)in Pangkalan Kerinciwhich in theprocessing process
producesliquidandliquidwaste.Solidwastegeneratedfrom theprocess
andagglomeration.Whiletheliquidwasteisgeneratedfrom theresulting
process,becausetheliquidwasteisveryhigh.Tofuliquidwastewith
characteristicscontaininghighorganicmatterandhighlevelsofBiological
Oxygen Demand (BOD),ChemicalOxygen Demand (COD),ifdirectly
dischargedintowaterbodies,willobviouslyreducethecarryingcapacity
oftheenvironment.Thistypeofresearchcanbeclassifiedinthetypeof
sociological(empirical)legalresearch,because in this research itis
carriedoutdirectlyatthelocationorplacethattheauthorexaminesto
provideacompletepictureandexplaintheproblem thatmustbestudied.
Theconclusionsthatcanbeobtainedfrom theresultsofthestudyare
First,theResponsibilityandSupervisionofPT.TheessenceofArtificial
IndosatSuburPMKSI(PBS)onLiquidWasteManagementisbymaking
two septictanks,oneseptictankislargerthantheother.Thenitis
channeledintoalargedrum plantedintheground,thecollectedwaterwill
comeoutbyitselfandotherwastewillthenbedischargeddirectlyintothe
environmentafterthestench.Thismeansagainthattheairfrom thedrum
willbeaccommodatedagaininasheltersuchasasmallpondwhichwill
laterproduceadepositthatcanbeusedasfertilizerandintheform ofair
thatisdischargeddirectlyintotheriverwithoutanyconsiderabledanger.
Second,the factorsthatcause liquid waste managementto notrun
properly in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning
EnvironmentalProtectionandManagementarethefirst,theignorance
factoroftheentrepreneurhimself.Second,thefactorofgovernment
participationandlaw enforcement,ittakesfirmnessfrom thePelalawan
Regencygovernmentinimplementingandthereisaneedforsocialization
and participation regarding thesocialization ofregulationsand direct
guidancetotofuinordertoincreaseknowledgeaboutentrepreneurs.
Third,thefactoroftheroleofthecommunitybecausethecommunity
doesnotpayattentiontotheimpactsthatoccursothatthereisaneedfor
concernfrom thecommunityassupervisorssothattheenvironmentcan
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bemaintained.

Keywords:LiquidWaste,Palm Oil,Management,Environment.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Dieraglobalisasiekonomiyangsemakinmeningkat,tantangan

lingkungan dan sosialtradisionaltampaknya telah memperoleh

dimensibaru yang harus diperhitungkan.Dinegara berkembang,

sebagianbesarmasalahlingkungandisebabkanolehketerbelakangan.

Jutaan orang terus hidup jauh dibawah tingkatminimum yang

diperlukanuntukkehidupanmanusiayanglayak,kekuranganmakanan

danpakaianyangmemadai,tempattinggaldanpendidikan,kesehatan

dansanitasi.(SriWahyuni,2011).

Sejaktahun 1982,Indonesia memilikiundang-undang untuk

melindungilingkungan,tetapipenerapannya danpemantauan tidak

efektif karena berbagaialasan.Dengan demikian,undang-undang

lingkungan dapat dicirikansebagai tidak memadai dan

membingungkan,dantampaknyatidakmemilikideterminantertentu

dan transparansidalampenegakan hukum.Meskipun Agenda 21

pemerintahIndonesia,Program AksikonferensilingkungandiRiopada

tahun 1992,telah berkomitmen untuk mengintegrasikan masalah

lingkungankedalam semuakebijakandanuntukmengejarkebijakan

keberlanjutan.Initundukpadatingkatekonomiyangtinggibenturan

kepentingan,KehutananmenurutUndang-UndangKehutananNomor
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41 Tahun 1999 adalah suatu sistemyang berkaitan dengan

pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang

diselenggarakan secaracara yang terintegrasi.Hutan merupakan

kesatuan bentuk ekosistem bentang alam sumber daya

hayati,didominasiolehpepohonandilingkunganalamnya.Keduanya

tidakdapatdipisahkan.Kawasanhutanadalahkawasantertentuatau

kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk

dilindungisecara permanenhutan.Hutan negara adalah hutan yang

beradadiatastanahyangtidakdibebanihakatastanah.Hutanmilik

adalahhutan yang berada diatas tanah yang dibebanihak atas

tanah.Hutanadatadalahhutannegaradiwilayahitudarimasyarakat

adat.Hutan produksiadalah hutan yang mempunyaifungsipokok

menghasilkanhasilhutan.Hutanlindungadalahkawasanhutanyang

mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupansistem

pendukunguntukmengaturtataair,mencegahbanjir,mengendalikan

erosi,mencegah lautintrusiairdan menjaga kesuburan tanah.(Sri

Wahyuni,2013)

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan

meningkatnya permintaan kayu,perkebunan dan perluasan lahan

pertanian;praktik industriperkayuan yang berlebihan ditambah

dengantingkateksploitasisumberdayahutansecarabudidayaskala

besartanpaadanyaupayayangmemadaikonservasidanrehabilitasi;

kebijakan yang kurang mendukung pelestarian hutan dan

hutankegagalanpenegakanhukum meningkatkantingkathilangnya
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hutan.(SriWahyuni,2010)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah

pemerintah dengan UU Kehutanan No.41 Tahun 1999 tentang

Harmonisasi Hutan dilihat dari segi hutanpengelolaan dengan

kewenangan yang ada ditangan pemerintah (pemerintah pusat),

tetapiketentuan pasal10 Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yangmenggantikan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama, terdapat

ketidakharmonisandalamkasuspengelolaanhutan.Dilihatdaripasal

10UUNo.32Tahun2004,bahwahanyameliputiurusanpemerintahan,

politikluarnegeri,pertahanan,keamanan,peradilan,moneterdanfisik,

danagama,dengandemikiantersiratmaksudagarpengelolaanhutan

diserahkan kepada Pemerintah,tetapiUUNomor41 Tahun 1999

tentangKehutanandanTataHutantidakberubah,masihtetapdengan

pemerintah (pemerintah pusat).Halinimenimbulkan kontradiksi

dalam halhutanotoritasadministrasi.(SriWahyuni,2013)

Hutan adalah banyakpemasokbahan baku dan komoditas

terbarukan.Melaluinyafungsimelindungidaerahaliransungaidan

tanah adalah dasar-eksistensibanyak industri.Tropisproduk kayu

keras yang dieksporpada tahun 1986 oleh negara-negara tropis

mewakili, hanya 3% daridegradasi total kayu di negara

berkembang.Namun,sebagian besareksporiniberasaldarihutan

hujandarisejumlahkecilnegaratropis,dimanamerekamerupakan

bagianyangsangatbesardaridegradasikayu.Initerutamaterjadidi
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daerahtropistimur.(SriWahyuni,2018)

Berbicarasoalhutandanlingkunganeratkaitannyadengan

kegiatanindustrisawit,yangdimanaIndonesiadidominasiolehusaha-

usahayangberkorelasilangsungdenganlingkunganhidup.Darisegi

lokasi,usahainijugasangattersebardiseluruhwilayahIndonesia.

Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnyabertaraf

pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang

melakukanpengolahan limbah.(Sastrawijaya, 2000, p. 48)Industri

sawitsalahsatucontohyangpenulislakukanpenelitianpadaPT.Inti

IndosawitSuburPmks IBuatan (PBS)diPangkalan Kerinciyang

dimana dalam proses pengolahannya menghasilkanlimbah baik

limbah padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari

prosespenyaringan dan penggumpalan.Sedangkan limbah cairnya

dihasilkandariprosespembersihan,olehkarenaitulimbahcairyang

dihasilkansangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik

mengandung bahan organiktinggidan kadar BiologicalOxygen

Demand(BOD),ChemicalOxygenDemand(COD)yangcukuptinggi

pula,jikalangsungdibuangkebadanair,jelassekaliakanmenurunkan

dayadukunglingkungan.(Sastrawijaya,2000,p.49)

Untuk menindak kasus pencemaran lingkungan sebagai

dampaknegatifdaripesatnyapembangunandankemajuankota,yaitu

bentukpembuanganlimbaholehberbagaiindustridanbadanusaha,

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor32 Tahun

2009 sebagaipenggantiUndang-Undang Nomor 23Tahun 1997
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tentangPengelolaanLingkunganHidup.(Macmud,2012,p.163)

Didalam Pasal1butir1UULH dijelaskanbahwalingkungan

hidup

merupakankesatuanruangdengansemuabenda,daya,keadaan,dan

makhluk

hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya

yangmempengaruhi kelansungan kehidupan dan kesejahteraan

manusiaserta

makhlukhiduplainnya.(Soemartono,2004,p.117)

Namunpadasaatinikegiatanpembangunansektorindustri

sepertipabrikkelapasawityangmanasepertiyangbanyakdiketahui

penghasilan masyarakat Riau banyak daribuah sawit. Proses

pengolahanbuahsawitmenjadiminyakpadaumumnyamenghasilkan

limbah,yangmanalimbahadalahsuatubahanyangterbuangatau

dibuang darisisa sisa hasilpengolahan buah sawityang telah

mengalamiproses produksi.pabrik kelapa sawitpada dasarnya

mempunyaiduamacam limbahyaitulimbahpadatdanlimbahcair.

Limbahpadatyangdihasilkanolehlimbahpadatberupatempurung,

tandankosongdanjugaserat.Sedangkanyangberupalimbahcair

yaitulimbahcairyangdihasilkanpabrikpengolahkelapasawitialahair

kondensat,aircucianpabrik,airhidrocycloneatauclaybath.

Undang-UndangNomor32Tahun2009tentangPerlindungan

dan
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PengelolaanLingkunganHiduppadaPasal20ayat(3)menyatakan

bahwa setiaporang diperbolehkan membuang limbah ke media

lingkunganhidupdenganpersyaratan:

a.Memenuhibakumutulingkunganhidup;

b.MendapatizindariMenteri,Gubernur,atauBupati/walikotasesuai

dengankewenangannya.

Pada Pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara

kelestarian

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau

kerusakan

lingkungan hidupdan kewajiban kita untuk menjaga dengan baik

karunia yangtak ternilaiharganya dariTuhan berupa alam dan

keanekaragamanhayatinya,jadikitaharusmenjagakelestarianalam

ini,menjagabakumutuairlimbah.

Langkahdantindakanyangharusdilakukandalam pengelolaan

airlimbahyangberwawasanlingkunganseyogianyadiarahkansebagai

berikut:(Supriyatno,2000)

1.Semua limbah harus sudah diolah sampai ketingkat yang

memenuhibakumutulimbah,bakumutulingkungan,baikair,tanah,

danudara.

2.Menyusunbakumutulimbahuntukjenisindustridankegiatanyang

belum mempunyaibakumutu.
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3.Mengembangkan dan melaksanakan izin jenispembuangan

(dischargepermit)yangberdasarkanatasbakumutulimbahdengan

menyertakan

sistem penaltidaninsentifuntukmendorongminimalisasiairlimbah.

4.Memasukkantujuanperlindungankualitaslingkungansetempatdan

prinsip-prinsip dayadukung lingkungan dalam pengembangan

izinpembuangan.

5.Melengkapi usaha penataan pengendalianpencemaran yang

dilakukan oleh pemerintahyang mengandalkan kekuatan dari

budayamalu.

Penggunaanbudayamaluinidapatdilakukanmelaluimediadan

environmentalcompliancerating.

6.Terusmenigkatkancakupanprokasih,berdasarkanjumlahsungai

danjenis

pencemaran.Sungaiyangmelewatidaerahperkotaandanindustri

perludiprioritaskan.

7.Memberikan bantuan teknis dan manajemenkepada kegiatan

pengendalianproduksidanpengolahanlimbah.

8.Mendorongmanufakturuntukmemproduksiperalatanpengendalian

pencemaranberteknolgitinggilisensidarimanufakturutama.

Berdasarkanprasurvei,penelitimelihatPT.IntiIndosawitSubur

PMKS IBuatan(PBS)melaksanakanperjanjiankontrakpengelolaan
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limbah,dalam rangkauntukmemperlancarsertamemperbaikihasil

pengelolaan limbah serta pemanfaatan limbah bagimasyarakat

sekitar.Singkatnya ,Kontrak merupakan perjanjian tertulis yang

mengikatdalam suatukontrakkerjasamauntukmemperlancarserta

memperbaikihasilpengelolaanlimbahyangmerekakelola.

Berdasarkan pra surveipenulis,adapun prosedurperjanjian

kontrakdalam pengelolaanlimbahcairPT.IntiIndosawitSuburPMKS

IBuatan(PBS)yaknisebagaiberikut:

1.Keduabelahpihakwajibmelengkapikegiatanusahanyadengan

segalabentukperjanjiansesuaidenganperaturandanketentuan

perundang-undanganyangberlaku.

2.Apabilaterjadiketidaksesuaianterhadappengelolaanlingkungandi

lokasiusahakeduabelahpihakyangberakibatpadapencemaran

lingkungansekitarnya,makahaltersebutsepenuhnyamerupakan

tanggungjawabmasing-masing.

3.Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan

akibat kurang efektif dari pengelolaan limbah cair tersebut

sepenuhnyamenjaditanggungjawabmasing-masing.

Adapun hukum perjanjian mengenai perjanjian kontrak

pengelolaanlimbahPT.IntiIndosawitSuburPMKSIBuatan(PBS)yaitu

untuk pemanfaatan limbah menjadi bahan-bahan yang

menguntungkanataumempunyainilaiekonomitinggidilakukanuntuk

mengurangidampaknegatifbagilingkungandanmewujudkanindustri
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yang berwawasan lingkungan.Karenadampaknegatifdarilimbah

yangdihasilkansuatuindustrimenuntutpabrikagardapatmengolah

limbah dengan cara terpadu.Oleh karena itu,dengan adanya

fenomena diatas,penulis tertarik untuk menelitijudulskripsi

tentang“Perjanjian KontraktualPengelolaan Limbah CairPT.Inti

IndosawitSuburPMKSIBuatan(PBS)DitinjauDariUndang-Undang

Nomor32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

LingkunganHidupDiPangkalanKerinci”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah,ditemukan masalah-

masalahsebagaiberikut:

1.Bagaimanakahperjanjian dantanggung jawab PT.IntiIndosawit

SuburPMKSIBuatan(PBS)terhadappengelolaanlimbahcair?

2.Apasajakahfaktor-faktorpenyebabpengelolaanlimbahcairtidak

berjalan dengan baiksesuaidengan Undang-Undang Nomor32

Tahun 2009 TentangPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup?

C. TujuandanManfaat

Tujuandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.UntukmengetahuibentukperjanjiandantanggungjawabPT.Inti

IndosawitSuburPMKSIBuatan(PBS)terhadappengelolaanlimbah

cair.
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2.Untukmengetahuifaktor-faktorpenyebabpengelolaanlimbahcair

tidakberjalandenganbaiksesuaidenganUndang-UndangNomor

32Tahun2009TentangPerlindunganDanPengelolaanLingkungan

Hidup.

Sejalan dengan tujuan penelitian,sebagaimana disebutkan,

makapenelitiberharapbahwastudiinibermanfaatsecarateoritisdan

praktis,yaitu:

1.Manfaatteoritis

a.Pemberianidedanreferensipengembanganmasyarakatdan

hukum,khususnyadibidangHukum Perdata.

b.Untukmemperkembang ilmu dan wawasan terhadap hukum

yangberlakudidaerahsipenelitidankemudianberharapbisa

langsung menerapakan ilmu yang sudah didapatdarihasil

melakukanpenelitian.

2.ManfaatPraktis

a.Melatih pola pikirpenulis dalam melakukan penelitian dan

berguna sebagai sumber data dan perpustakaan bagi

masyarakat.

b.Penulis berharap hasilpenelitian inidapatberfaedah bagi



11

akademisimaupun praktisidalam memahamipengelolaan

lingkunganhidupkhususnyamengenaipengelolaanlimbahcair

sawit.

D. TinjauanPustaka

1.Pengelolaan

Konseppengelolaanadalahsamadenganmanajemen,yang

harusmemindahkan,mengaturdanmengarahkanupayamanusia

untuk menggunakan bahan dan fasilitas secara efektifuntuk

menggapaitujuan.(Adisasmita,ManajemenPemerintahanDaerah,

2011),

Menurut baldertonmengemukakan bahwa: pengelolaan

hanyamelakukansebuahkegiatan,tapitermasukserangkainfungsi

manajemensepertiperencanaan,implementasidanpengawasan

dalam menggapaitujuan secaraefektifdan efisien.(Adisasmita,

2011)

Berdasarkan opini daripara ahli di atas, peneliti

menyimpulkanbahwapengelolaanadalahsuaturangkaintindakan

yang meliputi perencanaan, organisasi dan terarahkan, dan

pemantauantindakanmanusiadenganmenggunakanbahandan

fasilitasyangadauntukmenggapaitujuanyangditentukansecara

efektifdanefisien.

OeyLiang leemenyebutkan bahwa manajemen ialah seni

perencanaan,pengorganisasian,dan pengendalian orang dan

barang untuk menggapai tujuan yang telah
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ditentukan.(Ranupandojo,1996)

2.Pelaksanaan

MenurutG.R Terry pelaksanaan ialah kegiatan termasuk

menetapkan,mengelompokkan,menggapaitujuan,menugaskan

orang denganperhatianpadalingkunganfisik,singkrondengan

otoritasyang didelegasikankepadamasing-masing orang untuk

melakukanaktivitasini.

Mazmanian dan Stalber dalam Solihin Abdul Wahab

merumus proses pelaksanaan sebagai berikut: (Wahab,

2008)Pelaksanaanialahputusankebijakanmendasar,kebanyakan

berbentuk dalam undang-undang, tetapi juga dapat berupa

perintahatau keputusan eksekutifatau keputusan yudisialyang

penting.Biasanyakeputusanmengidentifikasimasalahyangharus

ditangani,secara tegasmenyampaikan tujuan atau targetyang

ingin diraih dan bermacam cara dalam menyusun proses

pelaksanaan.Prosesinitidaklamasetelahmenyelesaikanfase,

biasanyadimulaidenganpersetujuanhukum dankemudianoleh

audienstarget.Hasilnyatayangdiinginkanmaupuntidak,darihasil

pelaskanaandankemudianmenjadiperbaikanpenting.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya suatu

pelaksanaanadalah:(Abdullah,1987)

a.“Komunikasi, merpakan suatu program yang dapat

dilaksanakan dengan baik apabilajelas bagi para

pelaksana.Halinimenyangkut proses penyampaian
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informasi,kejelasaninformasidankonsistensiinformasi

yangdisampaikan”.

b.“Resoursces,dalam halinimeliputiemapatkomponen

yaitu,terpenuhinyua jumlah staf dan kualitas mutu,

informasiyangdiperlukangunapengambilankeputusan

ataukewenanganyangcukupgunamelaksanakantugas

sebagaitanggung jawab dan fasilitasyang dibutuhkan

dalam pelaksanaan”.

c.Disposisi,sikap dan komitmen daripada pelaksanaan

terhadapprogram khususnyadarimerekayangmenjadi

implementasiprogram khususnya darimereka yang

menjadiimplementerprogram.

d.“Sturktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating

Procedures)yangmengaturtataalirandalam pelaksanaan

program.Jikahalitutidaksulitdalam mencapaihasilyang

memuaskan,karenapenyelesaianmasalah-masalahakan

memerlukanpenanganandanpenyelesaiankhusustanpa

polayangbaku”.

Keempatfaktoryang disebutkan diatas mempengaruhi

keberhasilan suatu proses pelaksanaan,tetapijuga hubungan

timbalbalikdansalingmempengaruhiantarasatufaktordengan

faktorlainnya.Selainituada3elemenpentingdanabsolutdalam

prosespelaksanaanyaitu:(Abdullah,1987,hal.398)

a.“Adanyaprogram (kebijaksanaan)yangakandilaksanakan”
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b.Kelompok masyarakatyang ditargetkan dan mendapat

manfaatdariprogram perubahandanpeningkatan.

c.“Unsurpelaksanaanbaikorgansisasimaupunperorangan

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana

danpengawasandariprosesimplementasitersebut”.

Dariuraiandiatasdapatdisimpulkanbahwapelasksanaan

sebuahprogram selalumemasukkanketigafaktorini.Asumsiyang

dapatdibuatsehubungan dengan rancangan pelaksanaan yang

suksesialahdengansemakintinggitingkatkepatuhan,semakin

besarpeluangkeberhasilanpelaksanaanmenghasilkanoutputyang

diuraikanoleholehbatusandungan.

Berdasarkan kutipan diatas,penelitibisa menyimpulkan

bahwapelaksanaanialahsebuahkegiatanuntukmerealisasikan

rencanayangditetapakan,sehinggatujuannyabisadicapaisambil

mempertimbangkankesamaanminat,kapasitaspelaksanaandan

targetaudiens.

3.Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada

implementasisemua kegiatan organsisasiuntuk memastikan

bahwasemuapekerjaan dilakukan serasidengan rencanayang

telah ditetapkan.(Sondang,2000).MenurutSujamto,pengawasan

adalahsegalaupayaataukegiatanuntukmengungkapdanmenilai

realitasnyatadarikinerjasuatutugaskegiatan,apakahitusesuai

atautidak.(Sujamto,1990)
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Definisi pengawasan menekankan bahwa proses

pemantauanadalahsistematissesuaidenganfaseyangditetapkan.

MenurutSaifulAnwarpengawasanataukontrolterhadapaktivitas

aparatpemerintahan dibutuhkan agarpelaksanaan tugas yang

diberikanmampumenggapaitujuandanmencegahpenyelewengan.

4.LingkunganHidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup,Pasal1

ayat1,lingkungan hidup adalahkesatuan ruang dengan semua

benda,daya,keadaan,danmakhlukhidup,termasukmanusiadan

perilakunya,yang mempengaruhialam itu sendiri,kelangsungan

perikehidupan,dankesejahteraanmanusiasertamakhlukhiduplain.

Untukmemberikangambaranyangtepatdanjelas,maka

perlu

adanyapemahamanyangsempurnaataspengertianlingkungan

hidup,sehinggatidak terjadiperbedaan dalam penafsiran hal

tersebut.Olehkarenaitu,beberapapakarlingkunganmemberikan

definisitentanglingkungandanlingkunganhidup,antaralain:(Juwita,

2012)

a.OttoSoemarwoto:“Lingkunganadalahjumlahbendadankondisi

yang adadalam ruang yang kita tempatiyang memengaruhi

kehidupan

kita".

b.S.J.MCNaughtondanLarryL.Wolf:“Lingkunganhidupadalah
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semua faktoreksternalyangbersifatbiologisdan fisika yang

langsungmemengaruhikehidupan,pertumbuhan,perkembangan,

danreproduksi

organisme”.

c.Michael Allaby :“Lingkungan hidup diartikan sebagai: The

physical,chemical, and biotic condition surrounding and

organism (fisik,kimia,dankondisibiotikorganismedisekitar)”.

E. KonsepOperasional

Konsepadalahsejumlahmaknaataukarakteristikyangberbeda

peristiwa,objek,keadaansituasidanhal-halserupalainnya.Konsep

dibuatdenganmengelompokkanobjekperistiwayangmemilikihal

yangsama.Definisikonsepbermaksuduntukmendefinisikankonsep

yangdipakaisecarafundamentaldanuntukmenyetarakanpersepsi

tentang apa yang akan diselidiki dan untuk menghindari

kesalahpahamanyangdapatmemudarkantujuanpenelitian.(Silalahi,

2009)

Dalam penelitianini,pelaksanaanpengelolaanlimbahcairPT.

IntiIndosawitSuburPMKS IBuatan (PBS)berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

PengelolaanLingkunganHidupdiPangkalanKerinci,dapatdilihatdari

indikatorsebagaiberikut:

1.Pelaksanaan adalahsuatu tindakan atau pelaksanaan dari

sebuah rencana yang sudahdisusun secara matang dan

terperinci,implementasi biasanyadilakukan setelah
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perencanaansudahdianggapsiap.(Rahardjo,2011,p.123)

2.Pengelolaanadalahsuaturangkaintindakanyangmeliputi

perencanaan,organisasidanterarahkan,danpemantauan

tindakanmanusiadenganmenggunakanbahandanfasilitas

yangadauntukmenggapaitujuanyangditentukansecara

efektifdanefisien.

3.Limbahadalahsisadarisuatuusahaataukegiatan.Limbah

berbahaya danberacun adalah sisa suatu usaha atau

kegiatan yang mengandung bahan berbahayadan beracun

yang karena sifat,konsentrasi,dan atau jumlahnya,baik

secaralangsung maupun tidak langsung, dapat

mencemarkan, merusak lingkunganhidup, atau

membahayakan lingkungan hidup manusia serta makhluk

hidup.

4.Limbahcairadalahbahan-bahanpencemarberbentukcair.

Airlimbahadalahairyangmembawasampah(limbah)dari

rumah tinggal,bisnis,dan industriyaitucampuran airdan

padatan terlarutatau tersuspensidapatjuga merupakan

airbuangan darihasilproses yang dibuang ke dalam

lingkungan. Berdasarkan sifatfisiknya limbah dapat

dikategorikanataslimbahpadat,cair,dangas.

5.Lingkungan hidup adalahkesatuan ruang dengan semua

benda,daya,keadaan,danmakhlukhidup,termasukmanusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
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sendiri,kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan

manusiasertamakhlukhiduplain.(Pasal1ayat1Undang-

Undang Nomor32 Tahun 2009 tentangPerlindungandan

PengelolaanLingkunganHidup)

F. MetodePenelitian

Penelitiantergolongkepadapenelitianhukum emprisdengan

memakaipendekatansosiologis,yangdilakukandenganmelihatdan

menyelidiki aturan-aturan di lapangan. Investigasi hukum ini

didasarkan pada data primer/dasar.Data dasaradalah data yang

diperoleh langsung dariPT.IntiIndosawitSuburPMKS IBuatan

(PBS)yangmenjadisumberutamadenganmelakukansurveilapangan

ataupergilangsungkelapanganuntukmenemukandatayangpaling

penting.(Zainuddin,2013)

1.SifatdanJenisPenelitian

Penelitian merupakan penelitian deskriptif,yaitu penelitian yang

secaraaktualmenggambarkan sistematisobjekpenelitian yang

kemudiandianalisisberkaitandengananalisishukum kualitatif.

Datayangdigunakanberasaldari:

a.Penelitianlapangan,yaitulangsungturunkelapangandiPT.Inti

IndosawitSuburPMKSIBuatan(PBS).

b.Penelitiankepustakaan,yaitumelaluiberbagaireferensiserta

rujukan terhadap peraturan,Undang-Undang,dokumen,jurnal

dan berbagai literatur yang berhubungan dengan objek

penelitian.



19

2.LokasiPenelitian

Dalam pelakasanaan penelitian,maka penelitimemilih lokasi

penelitiandiPT.IntiIndosawitSuburPMKSIBuatan(PBS)yang

mana penelitiingin mengetahuipelaksanaan pengelolaanlimbah

cairkhususnyasawityangsangatseringterjadisehinggapeneliti

memerlukandatatersebutuntukdilakukananalisandandilakukan

pengelolaandata.

3.Populasi,SampeldanResponden

Populasiyaitu,areayangmencakupdariobjekatausubjekdengan

kualitasdan karakteristiktertentu yang ditentukan oleh peneliti

untukdipelajaridankemudianditarikkesimpulannya.(Sunggono,

2010,hal.118),dalam penelitianinipopulasiterdiridariManager

Pengelolaan Sawit,Supervisorbidang Pelaksana Lapangan dan

beberapakaryawanbidangpengelolaanlimbahsawit.Adapundalam

penelitianini,penulismenentukansampel,yangmanasampelitu

adalahhimpunanbagianatausebagiandaripopulasi(Sunggono,

2010,hal.119),yang dianggap dapat mewakilikeseluruhan

populasiterkhususBagianPT.IntiIndosawitSuburPMKSIBuatan

(PBS).Yaitusebagaiberikut:

Tabel1.1KriteriaPopulasidanSampelPenelitian

No Kriteria Populasi

(orang)

Sampel

(orang)

Persentase

1 ManagerPengelolaanSawit 1 1 100%
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2 Supervisor bidang Pelaksana

Lapangan

2 2 100%

3 Karyawan Bidang Pengelolaan

LimbahSawit

12 7 60%

Sumber:DataOlahanPeneliti

4.DatadanSumberData

a)Dataprimer

Yaitudatayangdidapatkanmelaluisurveilapangan,dengancara

melakukan wawancara kepada Manager Pengelolaan

Sawit,Supervisorbidang Pelaksana Lapangan dan Karyawan

BidangPengelolaanLimbahSawit.

b)DataSekunder

Yaitu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan.

Penelitianliteraturdilakukandenganmaterihukum dalam bentuk:

1)Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikatseperti,“Undang-UndangDasarRepublikIndonesia

Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2009
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tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup”.

2)Bahan hukum sekunderyaitu,bahan hukum yang dapat

membantumenjelaskanmaterihukum yangpalingpenting,

sepertihasilpenelitian,buku,internetatau pendapatpara

pakarhukum.

3)Bahanhukum tersier,yaitubahanhukum yang merupakan

bahantambahandaribahanhukum premierdansekunder.

SepertiKamusBesarBahasaIndonesia,kamushukum dan

materilainnyadariinternet.

5.MetodePengumpulanData

Surveilapanganinidilakukandengancara:

a.Wawancara

Merupakancarayangdigunakanuntukmemperolehketerangan

secaralisangunamencapaitujuantertentu.Dalam wawancara

terdapatdua pihak yang mempunyaikedudukan yang biasa

disebutpewawancaraatauinterviewerdanpemberiinformasi

disebutdenganinforman.

b.Studipustaka

Studi pustaka dilakukan pada dokumen-dokumen yang
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berhubungan dengan subjek penelitian untuk menganalisis

masalahsecaraterperinci.

6.AnalisisData

Analisisdatayangdipakaidalam penelitiiniyaitu,denganmemakai

metode Empiris. Metode empiris/surveylapangan adalah

metodepengambilandatayangmanapenelitilangsungturunke

lapanganuntukmecariataumendapatkandatadilapangan.

7.MetodePenarikanKesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan,dalam halinimetode

penarikankesimpulanyaitumetodededuktif.Metodeinimenarik

kesimpulan dariumum ke spesifik atau paragrafyang dimulai

dengan menjelaskan masalah umum yang berakhir dengan

kesimpulandalam bentukpenyataankhusus.
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BABII

TINJAUANPUSTAKA

A. TinjauanUmum TentangPerjanjian

1.FilosofidanDefinisiPerjanjian

Pasal1313KUHPerdatasebagaidasarpengertianperjanjian

menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan

manasatu orang atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu

oranglainataulebih.ArthurS.HartkampdanMarianneM.M Tillema

menjelaskanbahwakontrakadalahsuatuperbuatanhukum yang

diciptakandenganmemenuhipersyaratanyangditentukanhukum

oleh persesuaian kehendakyang menyatakan maksud bersama

yanginterdependendariduaataulebihpihakuntukmenciptakan

akibathukum untukkepentingansatupihak,keduabelahpihak,dan

jugauntukpihaklain.(Subekti,2000,p.1).

Perjanjianadalahsuatuhalyangpentingkarenamenyangkut

kepentingan para pihak yang membuatnya.Setiap perjanjian

hendaknyadibuatsecaratertulisagardiperolehkekuatanhukum,
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sehinggatujuankepastianhukum dapatterwujud(Subekti,2000,p.

2).Sehubungan dengan perjanjian Pasal1313 KUH Perdata

memberikandefinisisebagaiberikut“Suatuperjanjianadalahsuatu

perbuatandenganmanasatuorangataulebihmengikatkandirinya

terhadapsatuoranglainataulebih”.Subektimenyatakanbahwa

suatuperjanjianadalahsuatuperistiwaseseorangberjanjikepada

oranglainatauduaorangituberjanjimelaksanakansuatuhal,dari

peristiwainitimbulsuatuperikatan(Subekti,2000,p.2).Abdul

Kadirmerumuskan kembalidefinisiPasal1313 KUH Perdata

sebagaiberikut,bahwa yang disebutperjanjian adalah suatu

persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling

mengikatkandiriuntukmelaksanakansuatuhaldalam lapangan

hartakekayaan(Kadir,2016,p.78).

Definisiperjanjianyangtelahdiuraikandidalam Pasal1313

KUH Perdata,terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan

menurutparasarjana.MenurutSetiawanrumusanPasal1313KUH

Perdataselaintidaklengkapjugasangatluas.Tidaklengkapkarena

hanyamenyebutkanpersetujuansepihaksaja.Sangatluaskarena

dengandigunakanyaperkataanperbuatantercakupjugaperwakilan

sukareladanperbuatanmelawanhukum.Sehubungandenganitu

menurutSetiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai

definisitersebutialah:(Setiawan,2017,p.41).

1.Perbuatan harus diartikan sebagaiperbuatan hukum,yaitu

perbuatanyangbertujuanuntukmenimbulkanakibathukum;
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2.Menambahkanperkataanatausalingmengikatkandirinyadalam

Pasal1313KUHPerdata;

3.Sehingga perumusanya menjadiperjanjian adalah perbuatan

hukum,dimanasatuorangataulebihmengikatkandirinyaatau

salingmengikatkandirinyaterhadapsatuorangataulebih.

Kesepakatan para pihak merupakan unsurmutlak untuk

terjadinya suatu kontrak.Kesepakatan inidapatterjadidengan

berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya

penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut,namun

secara garis besarterjadinya kesepakatan dapatterjadisecara

tertulis dan tidaktertulis,yang mana kesepakatan yang terjadi

secara tidak tertulis tersebutdapatberupa kesepakatan lisan,

simbol-simboltertentu,ataudiam-diam (Ahmadi,2015,p.4).

2.Asas-AsasDalam Perjanjian

a.AsasIktikadbaikdankepatutan

Pasal1338ayat3berbunyi:Perjanjianharusdilaksanakan

denganiktikadbaik.Pasal1339,Perjanjiantidakhanyamengikat

untukhal-halyangdengantegasdinyatakandidalamnya,tetapi

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan,atau undangundang.

Iktikadbaikdalam pelaksanaanperjanjianberartitidaklainkita

harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan

kepatutan.Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan

akibatyangterjadi.
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Iktikad baik(Pasal1338 ayat3)dankepatutan(Pasal

1339)umumnya disebutkan secara senafas,dan H.R dalam

putusan tanggal11 Januari1924 telah sependapatbahwa

apabilahakim setelahmengujidengankepantasandarisuatu

perjanjiantidakdapatdilaksanakanmakaberartiperjanjianitu

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.Lebih

pentinglagiPasal1338ayat3danPasal1339sebagaialat

pengontrolapakahitikadbaikdankepatutandipenuhiatautidak

dalam soal nasihat mengikat (binded advises) yaitu

menyerahkan suatu perselisihan yang timbuldaripihak-pihak

kepada suatu perwasitan (Arbitrage)dan soalputusan pihak

(PartijBeslissing)yaitumenyerahkansuatuperselisihanyang

timbuldaripihakpihak kepada salah satu pihak yang telah

dituangkandalam perjanjian,jugadalam haladanyaperubahan

anggarasdasardarisuatubadanhukum yaituapakahkarena

perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada

perjanjianpendirianbadanhukum.

Iktikad baik dan kepatutan dapatpula merubah atau

melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya

ditentukanolehparapihakdalam perumusanperjanjiantetapi

jugaditentukanolehiktikadbaikdankepatutan,jadiiktikadbaik

dankepatutanmenentukanisidariperjanjianitu.

b.Asaskebebasanberkontrak

SetiapwargaNegarabebasuntukmembuatkontrak.Hal
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inidisebutasas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka.

Artinya,ada kebebasan seluasluasnya yang diberikan oleh

undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan

perjanjiantentangapasaja.Halyangperludiperhatikanbahwa

perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang,

ketertibanumum,dankesusilaan(Sophar,2017,p.19).

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut

hukum PerjanjiandiIndonesiameliputihal-halberikut:(Sophar,

2017,p.23)

1)Kebebasanuntukmembuatatautidakmembuatperjanjian;

2)Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat

perjanjian;

3)Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari

perjanjianyangakandibuat;

4)Kebebasanuntukmenentukanobyekperjanjian;

5)Kebebasanuntukmenentukanbentuksuatuperjanjian.

c.AsasKonsensualisme

Asas inimempunyaipengertian bahwa suatu kontrak

sudahsahdanmengikatpadasaattercapaikatasepakatpara

pihak,tentunyasepanjangkontraktersebutmemenuhisyaratsah

yangditetapkandalam Pasal1320KUH Perdata.Perludiingat

bahwaasaskonsensualtidakberlakupadaperjanjianformal.

Perjanjianformalmaksudnyaadalahperjanjianyangmemerlukan

tindakan-tindakanformaltertentu,misalnyaperjanjianJualBeli
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Tanah,formalitasyangdiperlukanadalahpembuatanyadalam

Akta PPAT.Dalam perjanjian formal,suatu perjanjian akan

mengikatsetelah sudah terpenuhitindakan-tindakan formal

dimaksud(Sophar,2017,p.49).

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum

perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan

berkontrak.Tanpaadanyasepakatdarisalahsatupihakyang

membuatperjanjian,makaperjanjianyangdibuattersebutdapat

dibatalkan.Seseorangtidakdapatdipaksauntukmemberikan

katasepakat.Sepakatyangdiberikandenganpaksaanadalah

contradiction interminis.Adanya paksaan menunjukan tidak

adanyasepakatyangmungkindilakukanolehpihaklainadalah

untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju

mengikatkandiripadaperjanjianyangdimaksud.

d.AsasPactaSuntServanda

Asas pacta suntservanda disebutjuga dengan asas

kepastianhukum.Asasiniberhubungandenganakibatperjanjian.

Asas pacta suntservanda menggariskan bahwa hakim atau

pihakketigaharusmenghormatisubstansikontrakyangdibuat

olehparapihak,sebagaimanalayaknyasebuahundang-undang.

Mereka tidakboleh melakukan intervensiterhadap substansi

kontrakyangdibuatolehparapihak.Asaspactasuntservanda

dapatdisimpulkandalam pasal1338ayat(1)KUHPerdata,yang

berbunyi:“Perjanjianyang dibuatsecarasahberlakusebagai
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undang-undang”.

Asaspactasuntservandapadamulanyadikenaldidalam

hukum Gereja.Didalam hukum Gerejaitudisebutkanbahwa

terjadinyasuatuperjanjianapabilaadakesepakatankeduabelah

pihakdandikuatkandengansumpah.Inimengandungmakna

bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak

merupakanperbuatanyangsacraldandikaitkandenganunsur

keagamaan.Namun,dalam perkembanganyaasaspactasunt

servandadiberiartipactum,yang berartisepakattidakperlu

dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainya.

adapunnuduspactum sudahcukupdengansepakatsaja(Salim,

2011,p.2-3).

MenurutHerlienBudiono,adagium PactaSuntServanda

diakuisebagaiaturanyangmenetapkanbahwasemuaperjanjian

yangdibuatmanusiasatusamalain,mengingatkekuatanhukum

yangterkandungdidalamnya,dimaksudkanuntukdilaksanakan

danpadaakhirnyadapatdipaksakanpenataanya.Asashukum ini

jugamenyatakanbahwasuatuperjanjianmengakibatkansuatu

kewajibanhukum danparapihakterikatuntukmelaksanakan

kesepakatan kontraktual,dianggap sudah terberidan tidak

pernahdipertanyakankembali(Herlien,2012,p.91).

e.AsasKeseimbangan

Kata keseimbangan menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia berartikeadaan seimbang (seimbang-sama berat,
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setimbang,sebanding,setimpat).Dalam hubunganya dengan

perjanjian,secaraumum asaskeseimbanganbermaknasebagai

keseimbangan posisipara pihak yang membuatperjanjian.

MenurutAB MassierdanMarjanneTermoshulzen-Arts,dalam

hubunganyadenganperikatan,seimbang(evenwitch,everendig)

bermaknaimbangan,sebagaicontohpelunasanharusdianggap

berlakuuntukmasing-masingpihakyangterikatdalam perjanjian)

(Syaifuddin,2012,p.97).

Syaratkeseimbangan dicapaimelaluikepatutan sosial,

eksistensiimateriilyangdicapaidalam jiwakeseimbangan.faktor

-faktoryangdapatmengganggukeseimbanganperjanjianialah:

caraterbentuknyaperjanjianyangmelibatkanpihakpihakyang

berkedudukantidaksetaradanatauketidaksetaraanprestasi-

prestasiyangdijanjikantimbalbalik(Herlien,2006,p.318-319).

3.UnsurPerjanjian

Perjanjianlahirjikadisepakatitentanghalyangpokokatau

unsuresensialdalam suatukontrak.Penekanantentangunsuryang

esensialtersebutkarenaselainunsuryangesensialmasihdikenal

unsurlaindalam suatuperjanjian.Dalam suatuperjanjiandikenal

tigaunsur,yaitusebagaiberikut:(AhmadiMiru,2016,p.31-32).

a.UnsurEsensialia

Unsuresensialiamerupakanunsuryangharusadadalam suatu
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perjanjian karena tanpa adanaya kesepakatan tentang unsur

esensialinimakatidakadaperjanjian.Sebagaicontoh,dalam

kontrakjualbeliharusadakesepakatanmengenaibarangdan

hargakarenatanpakesepakatanmengenaibarangdanharga

dalam kontrakjualbeli,perjanjiantersebutbataldemihukum

karenatidakadahaltertentuyangdiperjanjikan;

b.UnsurNaturalia

UnsurNaturalia merupakan unsuryang telah diaturdalam

undangundang sehingga apabila tidakdiaturoleh para pihak

dalam kontrak,makamengikutiketentuan yang diaturdalam

undang-undangtersebut,sehinggaunsurnaturaliainimerupakan

unsuryangselaludianggapadadalam kontrak.Sebagaicontoh,

jikadalam kontraktidakdiperjanjikantentangcacattersembunyi,

secaraotomatisberlakuketentuandalam BW bahwapenjual

yangharusmenanggungcacattersembunyi;

c.UnsurAksidentalia

Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau

mengikatparapihakjikaparapihakmemperjanjikanya.Sebagai

contoh,dalam kontrakjualbelidenganangsurandiperjanjikan

bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya,

dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan,dan

apabiladebiturlalaimembayarselamatigabulanberturut-turut,

barang yang sudah dibelidapatditarikkembalioleh kreditor

tanpamelaluipengadilan.Demikianpulaklausul-klausullainya
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yang sering ditentukan dalam suatu kontrak,yang bukan

merupakanunsuressensialdalam kontraktersebut.

4.SyaratSahnyaPerjanjian

SyaratsahnyaperjanjianmenurutPasal1320KUHPerdata:

(Gamal,2013:9,p.10).

a.Kesepakatan(Toestemming)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian,

kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan

perjanjianataupernyataankehendakyangdisetujuiantarapihak-

pihak(Badulzaman,2006).

Unsurkesepakatantersebut:

1)Offerte(penawaran),adalahpernyataanpihakyangmenawarkan;

2)Acceptasi (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang

menerimapenawaran.Jadikesepakatanmerupakanhalpenting

karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya

menurutpasal1321KUHPerdata,katasepakatharusdiberikan

secara bebas,dalam artitidak ada paksaan,penipuan,dan

kekhilafanyangselanjutnyadisebutcacatkehendak(kehendak

yang timbultidak murnidariyang bersangkutan),Dalam

perkembanganyamunculcacatkehendakyangkeempat,yaitu

penyalahgunaankeadaan/UndueInfluence(tidakterdapatdalam

KUHPerdata).

b.KecakapanBertindak

Perkataan orang (persoon) didalam dunia hukum berarti
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pendukunghakdankewajibanyangjugadisebutsubjekhukum.

Meskipunsetiapsubjekhukum mempunyaihakdankewajiban

untukmelakukanperbuatanhukum,namunperbuatantersebut

harusdidukungolehkecakapandankewenanganhukum.Yang

dimaksuddenganorangyangcakapsecarahukum,yaitu:

1)Orangdewasa(masing-masingaturanberbeda-beda);

2)Sehatakalpikiranya(tidakberadadibawahpengampuan);

3)Tidakdilarangundang-undang

c.SuatuHalTertentu

Yangdimaksuddengansuatuhaltertentu,yaituterkaitdengan

objek perjanjian (Pasal1332 s/d)1334 KUHPerdata).Objek

perjanjianyangdapatdikategorikandalam pasaltersebut,antara

lain:

1)Objek yang akan ada (kecualiwarisan),asalkan dapat

ditentukanjenisdandapatdihitung;

2)Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang

dipergunakanuntukkepentinganumum tidakdapatmenjadi

objekperjanjian)

d.SuatuSebabYangHalal

Sebabyangdimaksudadalahisiperjanjianitusendiriatautujuan

dariparapihakyangmengadakanperjanjian(Pasal1337KUH

Perdata).Halalberartitidak bertentangan dengan undang-

undang,ketertibanumum,dankesusilaan.

5.JenisPerjanjian
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Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian

sebagaisalahsatulandasanpembentukansuatuperjanjian,maka

kita akan mengenallebih mendalam beberapa jenis perjanjian

secara empiris,seperti:Perjanjian TimbalBalik dan Perjanjian

Sepihak,Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama,

PerjanjianObligatoirdanPerjanjianKebendaan,PerjanjianRealdan

PerjanjianKonsensual.Untukitu,kitaakanmembahasjenis-jenis

perjanjian,sebagaiberikut:(Ronal,2016,p.139-140)

a.PerjanjianTimbalBalikdanPerjanjianSepihak

Perbedaanjenisperjanjianiniberdasarkankewajibanberprestasi.

Perjanjiantimbalbalikmerupakanperjanjianyangmewajibkan

kedua belah pihak berprestasisecara timbalbalik,seperti

perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar.

Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang

mewajibkanpihakyangsatuberprestasidanmemberikanhaknya

kepada pihak yang lain untuk menerima prestasiapapun

bentuknya,sepertiperjanjian hibah dan pemberian hadiah.

Sebagaicontohdalam perjanjianjualbelimenurutPasal1457

KUH Perdata,pihakpenjualberkewajibanmenyerahkanbarang

yangdijualdanberhakmendapatpembayaran,sebaliknyapihak

pembeliberkewajibanmembayarhargabarangnya.

b.PerjanjianBernamadanPerjanjianTidakBernama

PerjanjianBernamaadalahperjanjianyangmemilikinamasendiri,

dan dikelompokan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya
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terbatas,seperti perjanjian jual-beli,sewa-menyewa,tukar-

menukar,pertanggungan,pengangkutan,melakukanpekerjaan,

dan sebagainya,Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah

perjanjian yang tidaktidakdiatursecara khususdalam KUH

Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat

berdasarkanasaskebebasanmembuatkontrakmenurutPasal

1338KUHPerdata.

c.PerjanjianObligatoirdanPerjanjianKebendaan

PerjanjianObligatoiradalahperjanjianyangbarumenimbulkan

hak dan kewajiban,tetapibelum adanya unsurpenyerahan.

Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang

memindahkanhakkebendaanya,artinyaadapenguasaanatas

benda tersebut (bezit). Sebagai contoh dalam perjanjian

kebendaan,khususnyabendatetap,dipersyaratkanselainkata

sepakat,jugadibuatdalam aktayangdibuatdihadapanpejabat

tertentu dan diikutidengan pendaftaran (balik nama)pada

register umum (penyerahan hak kebendaanya-Lavering).

Peralihan benda bergerak(berwujud)tidakmemerlukan akta,

tetapicukuppenyerahannyatadankatasepakatadalahunsur

yangpalingmenentukanuntukadanyaperjanjiantersebut.

d.PerjanjianRiildanPerjanjianKonsensual

PerjanjianRilladalahperjanjianyangterjadisekaligusadanya

realisasipemindahan hak.Sedangkan perjanjian konsensual

adalahperjanjianyangbaruterjadidalam halmenimbulkanhak
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dan kewajiban saja bagipara pihak. Menurut Abdulkadir

MuhammadbahwaperjanjianRealjustrulebihmenonjolsesuai

dengansifathukum adatsebabsetiapperjanjianyangobjeknya

bendatertentu,seketikajugaterjadipersetujuanserentak,saat

ituterjadiperalihanhakyangdisebutkontanatautunai.Contoh

dariPerjanjian riildalam Pasal1741 KUH Perdata misalnya

Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian

konsensual,misalnya perjanjian jual-belimenurutPasal1457

KUHPerdataterjadisepakatmengenaibarangdanharganya.

6.PelaksanaanPerjanjian

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan

atau memenuhikewajiban dan memperoleh hak yang telah

disepakatioleh pihak-pihak sehingga tercapaitujuan mereka.

Masing-masingpihakmelaksanakanperjanjiandengansempurna

dan itikad baik sesuaidengan persetujuan yang telah dicapai

(Ahmad:2014,p.68).

Pelaksanaanperjanjianakandiikutisuatuprestasi.Prestasi

merupakankewajibanyangharusdipenuhiparapihakdalam suatu

kontrak.Prestasipokoktersebutdapatberwujud:(Ahmad:2014,p.

70).

a.Benda;

b.TenagaatauKeahlian;

c.TidakBerbuatSesuatu.

7.BerakhirnyaPerjanjian
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Berakhirnya perjanjain merupakan selesaiatau hapusnya

sebuahkontrakyangdibuatantaraduapihak,yaitupihakkreditur

dandebiturtentangsesuatuhal.Pihakkredituradalahpihakatau

orangyangberhakatassuatuprestasi,sedangkandebituradalah

pihakyangberkewajibanuntukmemenuhiprestasi.Sesuatuhal

disiniberartisegalaperbuatanhukum yangdilakukanolehkedua

belahpihak,bisajual-beli,utangpiutang,sewamenyewa,danlain-

lain(Salim,2011,p.163).

Dalam Pasal1381KUHPerdatadinyatakanbahwahapusnya

perjanjianatauperikatan,dapatdilaksanakandengan:(Salim,2011,

p.163)

a)Pembayaran;

b)Penawaranpembayarantunai,diikutidenganpenyimpananatau

penitipan;

c)PembaharuanHutang;

d)PerjumpaanHutangatauKompensasi;

e)PercampuranHutang;

f)PembebasanHutangnya;

g)Musnahnyabarangyangterhutang;

h)KebatalanatauPembatalan;

i)Berlakunyasuatusyaratbatal,yangdiaturdalam babkesatu

bukuini;

j)Lewatnya Waktu,halmana akan diatur dalam suatu bab

tersendiri.
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B. TinjauanUmum TentangLimbahCairKelapaSawit

Seiringdenganmeningkatnyaluasarealperkebunankelapasawit

makasecaraotomatisindustripengolahankelapasawitjugaakan

meningkat.Hinggatahun1998tercatatlebihdari84produsenminyak

kelapasawitsedangkanjumlahpabrikkelapasawitmencapai205

dengankapasitasproduksiminyaksawitmencapai8.074tonTBSper

tahunyangtersebarhampirdiseluruhprovinsidiIndonesia(Fauzidkk.,

2005).Berkembangnya pabrik kelapa sawit disatu sisimampu

meningkatkan devisa negara yaitu minyak nabatiyng dihasilkan

banyakdigunakansebagaibahanindustripangan(minyakgorengdan

margarine),industrisabun (bahan penghasilbusa),industribaja

(bahanpelumas),industritekstil,kosmetikdansebagaibahanbakar

alternatif. Namun disisi lain pabrik kelapa sawit juga akan

menghasilkanlimbahyangcukupbanyak,baikberupalimbahpadat

maupunlimbahcair(Sastrosayono,2000).

Perkembanganbisnisdaninvestasikelapasawitdalam beberapa

tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Permintaan atas minyak nabati dan penyediaan biofuel telah

mendorongpeningkatanpermintaanminyaknabatiyangbersumber

daricrudepalm oil(CPO)yang berasaldarikelapasawit.Halini

disebabkan tanaman kelapa sawitmemilikipotensimenghasilkan

minyaksekitar7ton/hektarlebihtinggidibandingkandengankedelai

yang hanya3 ton/hektar.Indonesiamemilikipotensiyang sangat

besardalam pengembanganperkebunandanindustrikelapasawit
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karena memiliki potensi cadangan lahan yang cukup luas,

ketersediaantenagakerja,dankesesuaianagroklimat.

Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan

komponenpencemaranyangterdiridarizatataubahanyangtidak

mempunyaikegunaanlagibagimasyarakat.Limbahindustridapat

digolongkankedalam tigagolonganyaitulimbahcair,limbahpadat,

danlimbahgasyangdapatmencemarilingkungan.Jumlahlimbahcair

yangdihasilkanolehPMKSberkisarantara600-700liter/tontandan

buah segar(TBS).Saatinidiperkirakan jumlah limbah cairyang

dihasilkanolehPMKSdiIndonesiamencapai28,7jutaton.Limbahini

merupakansumberpencemaranyangpotensialbagimanusiadan

lingkungan,sehinggapabrikdituntutuntukmengolahlimbahmelalui

pendekatanteknologipengolahanlimbah(endofthepipe).Bahkan

sekarangtelahdigulirkanparadigmapencegahanpencemaran(upof

thepipe).

Kegiatan dari pengolahan pada pabrik kelapa sawit

menghasilkanbeberapalimbahdiantaranyayaitulimbahpadat,limbah

cairdanlimbahgas(SusilawatidanSupijatno,2015).Limbahpadat

yaituberupasabut,cangkangkosongdanjanjangankosong(Pahan,

2007).Limbahcairberasaldaritigasumberyaituairkondesatdari

poses sterilisasi,sludge dan kotoran,serta aircucian hidrisiklon

(Zahara,2014).Limbahgasberasaldarigasbuanganpabrikkelapa

sawitdariprosesproduksiCPO.

Limbahcairpabrikkelapasawitberasaldarikondensat,stasiun
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klarifikasidanhidrocyclonatauyanglebihdikenaldenganistilahPalm

OilMillEffluent(POME)merupakansisabuanganyangtidakmemiliki

racuntetapimemilikidayapencemaranyangtinggikarenakandungan

organiknyadengannilaiBODberkisar18.000-48.000mg/Ldannilai

COD berkisar45.000-65.000mg/LChinetal(1996)dalam Pohan

(2007).Limbahcairyangdihasilkantersebutharusdikeloladengan

baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk

mengatasihaltersebutmakadibuattindakanpengendalianlimbah

cairmelaluisistem kolam yangkemudiandapatdiaplikasikankelahan.

Limbah cairkelapa sawityang belum dibawah baku mutu

kemudian dibuang ke perairan berpotensimengurangibiota dan

mikroorganisme perairan karena bersifatracun (Budianta,2004).

Mikroorganisme yang dapatterkena dampak adalah fitoplankton

(Muliaridan Ilham,2016).Fitoplankton berperan penting dalam

menentukan tingkatkesuburan suatu perairan (Chan dkk,2013).

Industripengolahanlimbahkelapasawitmenghasilkanlimbahcair

yangsebagianmengandunglipid(lemak).Sifatlemaksecaraumum

yaitutidaklarutdalam airtetapidapatlarutdalam pelarutorganik

nonpolarsepertikloroform daneter(Widman,1989).Limbahyang

mengandunglipidakanberdampakburukbagiekosistem perairan.

Lapisan lipid pada permukaan airdapatmenghalangimasuknya

cahayamataharipadabadanairsehinggaakanmengganggudan

menghambatprosesfotosintesisdankadaroksigenmenjadirendah

danmenyebabkanorganismeaerobikmati(Tresna,1991).
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Limbahcairdalam sistem kolam terdiridaribeberapatahapan

yaitusebagaiberikut:(Kittikunetal.,2000)dalam Pohan(2007)

a.Kolam Pendinginan Limbah cairpabrik kelapa sawitmemiliki

temperatur75-900 C.Agarprosesdekomposisisecarabiologis

berlangsungmakatemperaturnyaditurunkanhingga370Cdengan

mengaturpHantara7.0-7.5untukmenghindaribauyangmenyegat.

b.Kolam Pengasaman Pada kolam pengasaman akan terjadi

penurunan pH dan pembentukan karbondioksida. Proses

pengasamaninidibiarkanselama3hari.

c.Kolam PembiakanBakteriPadafaseiniterjadipembiakanbakteri,

bakteri tersebut berfungsi untuk pembentukan methane,

karbondioksidadankenaikanpH.Prosespembiakanbakterihingga

limbahtersebutdapatdiaplikasikanmemerlukanwaktu30-40hari.

Limbahcairpabrikkelapasawityangtelahdikeloladenganbaik

tidakakanmenimbulkanpencemaranpadalingkungan.Limbahini

dapatdimanfaatkankearealtanamankelapasawitdengansistem

landapplication.Padaaplikasinyalimbahcairiniakanmenyuburkan

tanahkarenadidalam limbahtersebutterdapatbahanorganikyang

dapatdimanfaatkansebagaisumberenergibagiorganismetanah

(Atmaja,dkk.,2005).

Berdasarkan Keputusan MenteriNegara Lingkungan Hidup

Nomor 28 Pasal3 Tahun 2003 tentang pedoman syarat dan

pemanfaatan air limbah industriminyak sawit pada tanah di
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perkebunan kelapa sawitditetapkan bahwa persyaratan minimal

pengkajianairlimbahyaitu:

a.BODtidakbolehmelebihi5000mg/liter;

b.NilaipHberkisar6-9;

c.Dilakukanpadalahanselaingambut-Dilakukanpadalahanselain

lahandenganpermeabilitaslebihbesar15cm/jam;

d.Dilakukanpadalahanselainlahandenganpermeabilitaskurangdari

1,5cm/jam;

e.Tidakbolehdilaksanakanpadalahandengankedalamanairtanah

kurangdari2m;f.Pembuatansumurpantau.

MenurutWibisono(2013)limbahcairdariprosespengolahan

tandanbuahsegarmenjadiCPO(CrudePalm Oil)langsungdialirkan

padatepatpengolahanlimbah.Adapunpengolahanlimbahcairkelapa

sawityaitufatpit,kolam pendinginan,kolam pengasaman,kolam

resirkulasi,kolam anaerobik,kolam fakultatif,kolam aerobik,land

aplication.Dariseluruhrangkaianprosespengolahan,masatinggal

limbahdarikolam pendinginansampaidibuangkebadanairadalah

berkisar120-150hari.Berikutiniadalahpenjelasanmengenaitahap-

tahappengolahanlimbahcairkelapasawit:

a.Fatpit,kolam inidigunakanuntukmenampungcairanyangmasih

terkandungminyakdariairkondesatdanstasiunklarifikasi.Fatpit

masihmengalamiprosespemanasandengansteam padasuhu60-

800C. Pemanasan bertujuan untuk memudahkan terjadinya
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pemisahanminyakdengansludge,karenapadafatpitmasihada

kemungkinan untukdilakukannya pengutipan minyak dengan

skimmer;

b.Kolam pendinginan,kolam inidigunakan untuk mendinginkan

limbahyangtelahdipanaskansebelumnya.Kolam pendinginanini

juga untuk menurunkan suhu agar bakterimesophilik dapat

berkembang dengan baik sebelum dialirkan pada kolam

pengasaman.Kolam pendinginan inibiasa berukuran lebardan

dangkal;

c.Kolam pengasaman,kolam inidigunakan sebagaiproses pra

kondisibagilimbahcairkelapasawitsebelum dialirkanpadakolam

anaerobik.Pengasamandilakukanagartidakterjadinyagangguan

proses.

d.pengendalianlimbah.Kolam pengasamaninipHlimbahumumnya

berkisarantara3-4yangkemudianpH akannaiksetelahasam-

asam organikteruaraikembaliolehproseshidrolisayangberlanjut;

e.Kolam resirkulasi,dilakukandenganmengalirkanlimbahcairdari

kolam anaerobikkesaluranmasukkolam pengasamandengan

tujuanmenaikkanpHsertamembantupendinginan;

f.Kolam anaerobik,konsentrasipadatanyangtinggimemasukikolam

pengasaman.SelainitupHdarikolam pengasamanmasihsangat

rendah sehingga limbah harus dinetralkan dengan cara

dicampurkanlimbahkeluarandarikolam anaerobik;

g.Kolam fakultatif, merupakan kolam peralihan antara kolam
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anaerobikkeaerobik.Padakolam initerjadipernonaktifanbakteri

anaerobdanprokondisidariprosesaerob.Aktivitaspadakolam ini

dapatdilihatdenganadanyacairanberwarnakehijau-hijauan;

h.Kolam aerobik,padakolam inidibutuhkanoksigenagarbakteri

dapatmempertahankanhidup.Oksigenpadakolam inidipengaruhi

olehpH dankomposisioksigendalam udara.Cahayamatahari

menjadisumberenergibagiganggangyangtumbuhpadakolam ini

yang selanjutnya akan membentuk ganggang baru untuk

memproduksioksigen;

i.Landaplication,merupakankolam pembuanganterakhirlimbah.

Pada kolam initerjadipernonaktifan bekterianaerobikdan pra

kondisiprosesaerobik.Landaplicationpadaumumnyaditerapkan

denganmempertimbangkan kondisispesifikpadalapangan yang

terdiridari8faktoryaitujenisdarilimbah,bentukpermukaantanah

padaarealobjek,luasareal,jarakarealdengansumberairyangada,

biaya investasi,operasionaldan pemeliharaan,jarak dengan

permukimanpenduduk.

C. TinjauanUmum TentangKontrakKerja

1.PengertianTentangKontrakKerja

Kontrak kerja dalam bahasa belanda disebut

Arbeidsoverenkoms. Pasal 1601a KUH Perdata memberikan

pengertianperjanjiankerjaadalahsuatuperjanjiandimanapihak

kesatu (siburuh),mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah

pihakyanglain,simajikanuntuksuatuwaktutertentumelakukan
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pekerjaan dengan menerima upah. Undang-Undang Republik

IndonesiaNomor13Tahun2003tentangKetenagakerjaanpada

Pasal1angka14memberikanpengertianbahwaperjanjiankerja

adalahsuatuperjanjianantarapekerjaatauburuhdanpengusaha

atau pemberikerja yan memuatsyarat-syaratkerja,hak,dan

kewajibankeduabelahpihak.

Selain pengertian tersebutdiatas,beberapa pengertian

perjanjiankerjayangdiungkapkanolehparasarjanaantaralain:

a.Imam Soepomo berpendapatbahwa perjanjian kerja adalah

suatuperjanjiankerjadimanapihakkesatu(buruh),mengikatkan

diriuntukbekerjadenganmenerimaupahdaripihakkeduayakni

majikan,dan majikan mengikatkan diriuntukmempekerjakan

buruhdenganmembayarupah.(LaluHusni,2014,p.62).

b.Subektimendefinisikanperjanjiankerjaadalahperjanjianantara

seorangburuhdenganseorangmajikanyangditandaidenganciri

adanya suatu upah atau gajitertentu yang diperjanjikan dan

adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding)dimana

pihakmajikanberhakmemberikanperintah-perintahyangharus

ditaatiolehpihaklainnya.(AbdulKhakim,2014,p.49).

Dengandemikiansecararingkasdalam perjanjiankerjaada

keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain

(pengusaha)untukbekerjadibawahperintahdenganmenerima

upah.Adapunyangdimaksuddenganpekerjaatauburuhadalah

setiaporangyangbekerjadenganmenerimaupahatauimbalan
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dalam bentuk lain (Pasal1 angka 3 Undang-undang Republik

IndonesiaNomor13Tahun2003).Imbalanyangdimaksudadalah

berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atasdasar

kesepakatanpengusahadenganpekerjaburuh.Unsur-unsuryang

adadalam pengertianpekerja/buruhadalah;(1)bekerjapadaorang

lain,(2)dibawahperintahoranglain,(3)mendapatupah.

2.Syarat-syaratKontrakKerja

Suatu perjanjian kerja yang berdasarkan pada ketentuan

dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi

ketentuansyaratsahnyaperjanjianPasal52ayat(1)menentukan

bahwaperjanjiankerjadibuatatasdasar:

a.Kesepakatankeduabelahpihak

Kesepakatankeduabelahpihakyanglazim disebutkesepakatan

bagiyangmengikatkandirinyamaksudnya,bahwapihak-pihak

yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat

mengenaihal-halyangdiperjanjikan.

b.Kemapuanataukecakapanmelakukanperbuatanhukum

Kemampuanataukecakapankeduabelahpihakyangmembuat

perjanjian kerja maksudnya pihak pekerja maupun pihak

pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang cakap

membuatperjanjianjikayangbersangkutantelahcukupumur.

KetentuanPasal1angka26Undang-UndangKetenagakerjaan

memberikanbatasanumurminimal18tahunbagiseseorang
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yang dianggap cakap membuatperjanjian kerja.Lebih lanjut

dalam Pasal69Undang-UndangKetenagakerjaanmemberikan

pengecualianbagianakyangberumur13tahunsampaidengan

15 tahun untukmelakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak

mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mentaldan

sosial.Selainituseseorangdikatakancakapmembuatperjanjian

jikaorangtersebuttidakterganggujiwanya/waras.

c.Adanya pekerjaan yang diperjanjikan Adanya pekerjaan yang

diperjanjikan,dalam istilahPasal1320KUH Perdataadalahhal

tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah objek dari

perjanjian antara pekerja dengan pengusaha,yang akibat

hukumnyamelahirkanhakdankewajibanparapihak.

d.Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku Jenis pekerjaan yang diperjanjikan

merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus

disebutkan secara jelas,dimana obyekperjanjian (pekerjaan)

harus halalyaknitidak boleh bertentangan dengan undang-

undang,ketertibanumum dankesusilaan.

D. TinjauanUmum TentangLingkunganHidup

1.PengertianLingkunganHidup

Kehidupan manusia dibumitidak bisa dipisahkan dari

lingkungannya,begitu juga dengan kehidupan manusia dengan

makhluk hidup lainnya sepertihewan dan tumbuhan.Manusia
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memerlukan makhluk hidup lainnya untukmemenuhikebutuhan

hidupnya.Sehingga antara manusia dan makhluk hiduplainnya

memilikiketerkaitan satu sama lain.Manusia bersama hewan,

tumbuhandanjasadrenikmenempatisuatu

ruangtertentu.Kecualimakhlukhidup,dalam ruangituterdapat

juga benda takhidup,sepertimisalnya udara yang terdiriatas

bermacam gas,airdalam bentukuap,cairdanpadat,tanahdanbatu.

Ruangyangditempatisuatumakhlukhidupbersamadenganbenda

tak hidup didalamnya disebutlingkungan hidup makhlukhidup

tersebut.(Soemarwoto,2001)

MenurutUndang-Undang Nomor32 Tahun 2009 tentang

Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Pasal1 ayat

1,lingkunganhidup adalahkesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan

perilakunya,yang mempengaruhialam itu sendiri,kelangsungan

perikehidupan,dankesejahteraanmanusiasertamakhlukhiduplain.

MenurutOttoSoemarwotosifatlingkunganhidupditentukan

oleh

bermacam-macam faktor.Pertama,olehjenisdanjumlahmasing-

masingjenisunsurlingkunganhiduptersebut.Denganmudahdapat

kitalihat,suatulingkunganhidupdengan10orangmanusia,seekor

anjing,tiga ekorburungperkutut,sebatang pohon kelapa dan

sebuahbukitbatuakanberbedasifatnyadarilingkunganhidupyang

samabesarnyatetapihanyaadaseorangmanusia,10ekoranjing,
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tertutuprimbunolehpohonbambudanratatidakberbukitbatu.

Dalam golongan jenis unsurlingkungan hidup termasuk pula

zatkimia.

Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam

lingkungan hidupitu.Misalnya,dalam suatu ruangan terdapat

delapanbuahkursi,empatbuahmejadanempatbuahpotdengan

tanamankupinggajah.Dalam ruanganitudelapankursidiletakan

sepanjang satu dinding,dengan sebuah meja dimuka setiap

duakursidan sebuah potdiatas masing-masing meja.Sifat

ruanganberbedajikaduakursidengansebuahmejadiletakandi

tengah-tengahmasing-masingdindingdansebuahpotdimasing-

masingsudut.

Halserupaberlakujugauntukhubunganatauinteraksisosial

dalam

halunsur-unsuritu terdiriatas benda hidup yang mobil,yaitu

manusiadan

hewan.Dengandemikianlingkunganhiduptidaksajamenyangkut

komponenbiofisik, melainkan juga hubungan sosial budaya

manusia.

Ketiga,kelakuan atau kondisiunsur lingkungan hidup.

Misalnya,

suatukotayangpenduduknyaaktifdanbekerjakerasmerupakan

lingkunganhidupyangberbedadarisebuahkotayangserupa,tetapi

penduduknyasantaidanmalas.Demikianpulasuatudaerahdengan
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lahanyanglandaidansuburmerupakanlingkunganyangberbeda

daridaerahdenganlahanyangberlerengdantererosi.

Keempat,faktornon-materilsuhu,cahayadankebisingan.

Kitadapatdenganmudahmerasakanini.Suatulingkunganyang

panas,silaudanbisingsangatlahberbedadenganlingkunganyang

sejuk,cahayayangcukup,tapitidaksilaudantenang.

2.DasarHukum LingkunganHidup

Perubahan (amandemen)keempatUndang-undang Dasar

Negara

RepublikIndonesiaTahun1945(UUDNRI1945)padatahun2002,

selain

penegasanmengenaikonstitusionalisasikebijakanekonomi,juga

peningkatanstatus lingkungan hidup dikaitkan dengan hak -hak

asasi manusia yangdijamin oleh Undang-Undang

Dasar.(Asshiddiqie,Green Constitution:Nuansa Hijau UUD NRI

Tahun1945,2009)

Ketentuan dalam Undang-Undang DasarNegara Republik

IndonesiaTahun 1945 yang mengaturtentang lingkungan hidup

dirumuskandalam 2(dua)pasal,yaituPasal28Hayat(1)danPasal

33ayat(4)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun

1945.

Pasal28H ayat(1)UUD NRI1945 menyebutkan bahwa

:“Setiaporangberhakhidupsejahteralahirdanbatin,bertempat

tinggal,danmendapatkanlingkunganhidupyangbaikdansehat



51

sertaberhakmemperolehpelayanankesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan

bahwa:“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar

atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensiberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan,kemandirian, serta dengan menjagakeseimbangan

kemajuandankesatuanekonominasional”.

PembukaanUUD NRI1945menegaskankewajibanNegara

dantugaspemerintahuntukmelindungisegenapbangsaIndonesia

dan umatmanusia.Merujukpadaketentuan Pasal28H ayat(1)

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,

berartihakuntukmemperolehlingkunganhidupyangbaikdansehat

serta pelayanan kesehatan yang baik,merupakanHak Asasi

Manusia(HAM).Karenaitu,Undang-UndangDasarNegaraRepublik

Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup,

sehinggadapatdisebutsebagaikonstitusihijau(GreenConstitution).

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia

terhadap

lingkunganhidupbarubangkitsetelahKonferensiStockholm 1972.

BahkanUndang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan

LingkunganHidupsebagaiperaturanpayunguntuklingkunganbaru

tercipta setelah lewatsepuluhtahun,yaitu tahun 1982.Undang-

UndangituialahUndang-undangNomor4Tahun1982.
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Undang-Undang Nomor4 Tahun 1982 tentang Ketentuan

Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih

kurangnya15tahun.Untukmenyesuaikandenganperkembangan

zaman dan kebutuhan lingkunganyang begitu pesat,Undang-

Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalamipembaharuan

denganUndang-UndangNomor23Tahun1997tentangPengelolaan

LingkunganHidup(UUPLH).SelanjutnyasetelahberlakunyaUndang-

Undanginiselamaduabelastahunmakadenganalasanyangsama

demimengakomodirtuntutanglobalisasizamanmakapadatanggal

3Oktober2009disahkanlahUndang-UndangNomor32Tahun2009

tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPPLH).(Kadiati,1993)

Perbedaan mendasarantara UUPLH dengan UUPPLH ini

adalah

adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan

pengelolaanlingkungan yang didasarkan pada tata kelola

pemerintahanyangbaiksertaadanyakejelasankewenanganantara

pusatdandaerahUUPPLH tersebutberlakusebagaipayungatau

umbrella actatau umbrella provision atau dalam ilmuhukum

disebutkaderwetatau raamwet,sebab hanya diaturketentuan

pokoknyasaja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak

peraturan pelaksanaannya.Peraturan yang dimaksud telah

berkembang dari hari ke hari yang dilakukanoleh instansi
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Kementerian dan Non Kementerian di bawah

KoordinasiKementerian Lingkungan Hidup.Penjabaran asasdan

tujuan pengelolaanlingkungan hidup initelah dilakukan dalam

berbagaiketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan

berbagaisumberdaya.(Askin,Jakarta)

Selainitu,menurutUUPPLHiniterdapatdelapanhakatas

lingkunganyangdiatur,yaitu:

1.Pasal65ayat(1)bahwasetiaporangberhakataslingkungan

yang

baikdansehatsebagaibagiandariHAM,

2.Hakmendapatkanpendidikanlingkunganhidup(Pasal65ayat

(2)),

3.Hakaksesinformasi(Pasal65ayat(2)),

4.Hakaksespartisipasi(Pasal65ayat(2)),

5.Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana

usahadan/ataukegiatanyangdiperkirakandapatmenimbulkan

dampakterhadaplingkunganhidup(Pasal65ayat(3)),

6.Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan

hidup(Pasal65ayat(4))

7.Hakuntukmelakukan pengaduan akibatdugaan pencemaran

dan/atau

perusakanlingkunganhidup(Pasal65ayat(5)),dan



54

8.Hakuntuktidakdapatdituntutsecarapidanadandigugatsecara

perdata

dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan

sehat

(Pasal66).

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada

dasarnyadimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi

kepentingankesejahteraanumatmanusiapadasaatinidanjuga

yang tidak kalah pentingnya adalah untukkepentingan

kesejahteraanumatdimasamendatang(sustainabledevelopment).

DengankatalainpembuatanUUPPLHsertaaturansektorallainnya

dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan

lingkungan.(Machmud,2012)

3.DasarHukum PencemaranLingkunganHidup

Pengertian perusakan lingkungan menurutPasal1 ayat

(17)UUPPLHadalah:“Perubahanlangsungdan/atautidaklangsung

terhadapsifatfisik,kimia,dan/atauhayatilingkunganhidupyang

melampauikriteriabakukerusakanlingkunganhidup”.

PenyusunanRancanganUndang-undang(RUU)Lingkungan

Hidup

telah dimulai pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan

dibentuknyaKelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur

Dalam Pengelolaan SumberAlam dan Lingkungan Hidup dalam
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Bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara.Selain itu untuk

mempertahankan keseimbangan antara kelestarian

lingkunganhidup dengan kegiatan pembangunan yang sedang

berjalan.Maksudnya adalahagarpembangunan industridisetiap

wilayahharusmemperhatikankelestarianlingkunganhidup.

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia

memiliki

Undang-UndangLingkunganHidupyaituUndang-UndangNomor4

Tahun 1982Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan

LingkunganHidup,yangkemudiandisempurnakandenganUndang-

UndangNomor23Tahun1997TentangPengelolaanLingkungan

HidupdansekarangmenjadiUndang-UndangNomor32Tahun2009

TentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup.

Di era globalisasi ekonomi yang semakin meningkat,

tantangan lingkungan dan sosialtradisionaltampaknya telah

memperolehdimensibaruyangharusdiperhitungkan.Dinegara

berkembang,sebagianbesarmasalahlingkungandisebabkanoleh

keterbelakangan.Jutaanorangterushidupjauhdibawahtingkat

minimum yangdiperlukanuntukkehidupanmanusiayanglayak,

kekuranganmakanandanpakaianyangmemadai,tempattinggal

danpendidikan,kesehatandansanitasi.(SriWahyuni,2011).

Sejaktahun1982,Indonesiamemilikiundang-undanguntuk

melindungilingkungan,tetapipenerapannyadanpemantauantidak

efektifkarenaberbagaialasan.Dengandemikian,undang-undang
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lingkungan dapat dicirikansebagai tidak memadai dan

membingungkan, dan tampaknya tidak memiliki determinan

tertentu dan transparansidalampenegakan hukum.Meskipun

Agenda 21 pemerintah Indonesia, Program Aksikonferensi

lingkungan diRio pada tahun 1992,telah berkomitmen untuk

mengintegrasikanmasalahlingkungankedalam semuakebijakan

dan untuk mengejarkebijakan keberlanjutan.Initunduk pada

tingkat ekonomiyang tinggibenturan kepentingan,Kehutanan

menurutUndang-UndangKehutananNomor41Tahun1999adalah

suatusistemyangberkaitandenganpengelolaanhutan,kawasan

hutan,dan hasilhutan yang diselenggarakan secaracara yang

terintegrasi.Hutanmerupakankesatuanbentukekosistem bentang

alam sumberdayahayati,didominasiolehpepohonandilingkungan

alamnya.Keduanya tidak dapat dipisahkan.Kawasan hutan

adalahkawasantertentuataukawasanyangditunjukdanditetapkan

oleh pemerintah untuk dilindungisecara permanenhutan.Hutan

negaraadalahhutanyangberadadiatastanahyangtidakdibebani

hakatastanah.Hutanmilikadalahhutanyangberadadiatastanah

yangdibebanihakatastanah.Hutanadatadalahhutannegaradi

wilayahitudarimasyarakatadat.Hutanproduksiadalahhutanyang

mempunyaifungsipokokmenghasilkanhasilhutan.Hutanlindung

adalah kawasan hutan yang mempunyaifungsipokok sebagai

pelindung kehidupansistem pendukung untukmengaturtata air,

mencegahbanjir,mengendalikanerosi,mencegahlautintrusiairdan
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menjagakesuburantanah.(SriWahyuni,2013)

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan

meningkatnyapermintaankayu,perkebunandanperluasanlahan

pertanian;praktik industriperkayuan yang berlebihan ditambah

dengan tingkateksploitasisumberdaya hutan secara budidaya

skala besartanpa adanya upaya yang memadaikonservasidan

rehabilitasi;kebijakanyangkurangmendukungpelestarianhutan

dan hutankegagalan penegakan hukum meningkatkan tingkat

hilangnyahutan.(SriWahyuni,2010)

Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Daerah

pemerintah dengan UU Kehutanan No.41 Tahun 1999 tentang

HarmonisasiHutan dilihatdarisegihutanpengelolaan dengan

kewenanganyangadaditanganpemerintah(pemerintahpusat),

tetapiketentuanpasal10Undang-UndangNomor32Tahun2004

tentangPemerintahanDaerahyangmenggantikanUndang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama, terdapat

ketidakharmonisan dalamkasus pengelolaan hutan.Dilihatdari

pasal10 UU No.32 Tahun 2004,bahwa hanyameliputiurusan

pemerintahan,politikluarnegeri,pertahanan,keamanan,peradilan,

moneterdanfisik,danagama,dengandemikiantersiratmaksud

agarpengelolaan hutan diserahkan kepada Pemerintah,tetapi

UUNomor41Tahun1999tentangKehutanandanTataHutantidak

berubah,masihtetapdenganpemerintah(pemerintahpusat).Halini

menimbulkankontradiksidalam halhutanotoritasadministrasi.(Sri
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Wahyuni,2013)

Hutanadalahbanyakpemasokbahanbakudankomoditas

terbarukan.Melaluinyafungsimelindungidaerahaliransungaidan

tanahadalahdasar-eksistensibanyakindustri.Tropisprodukkayu

kerasyangdieksporpadatahun1986olehnegara-negaratropis

mewakili, hanya 3% daridegradasi total kayu di negara

berkembang.Namun,sebagianbesareksporiniberasaldarihutan

hujandarisejumlahkecilnegaratropis,dimanamerekamerupakan

bagianyangsangatbesardaridegradasikayu.Initerutamaterjadidi

daerahtropistimur.(SriWahyuni,2018)

BABIII

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

A. Perjanjian danTanggung Jawab PT.IntiIndosawitSuburPMKS I
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Buatan(PBS)TerhadapPengelolaanLimbahCair

BerdasarkanhasilwawancarapenulisdilapangandenganPT.

IntiIndosawitSuburPMKSIBuatan(PBS)telahmemilikiijinusahadan

ijin lingkungan hidup,dalam Pasal23 Undang-Undang Nomor32

Tahun2009tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup

berisimengenai:

1.Kriteriausahadan/ataukegiatanyang berdampakpenting yang

wajibdilengkapidenganamdalterdiriatas:

a.pengubahanbentuklahandanbentangalam;

b.eksploitasisumberdayaalam,baikyang terbarukanmaupun

yangtidakterbarukan;

c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat

menimbulkanpencemarandan/ataukerusakanlingkunganidup

sertapemborosandan

kemerosotansumberdayaalam dalam pemanfaatannya;

d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi

lingkunganalam,lingkunganbuatan,sertalingkungansosialdan

budaya;

e.proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi

pelestariankawasan konservasisumberdaya alam dan/atau

perlindungancagar

budaya;
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f.introduksijenis tumbuh-tumbuhan,hewan,dan jasad renik:

pembuatan

danpenggunaanbahanhayatidannonhayati;

g.kegiatanyangmempunyairisikotinggidan/ataumempengaruhi

pertahanannegara;dan/atau

h.penerapanteknologiyangdiperkirakanmempunyaipotensibesar

untuk

mempengaruhilingkunganhidup.

2.Ketentuan lebih lanjutmengenaijenisusaha dan/atau kegiatan

yangwajib

dilengkapidengan amdalsebagaimana dimaksud pada ayat(1)

diatur

dengan peraturan MenteriPasal34 Undang Undang Nomor32

Tahun2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan

Hidupberisimengenai:

a.Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasukdalam

kriteria

wajibamdalsebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat(1)

wajib

memilikiUKLUPL.

b.Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha

dan/ataukegiatanyangwajibdilengkapidenganUKL-UPL.



61

Uraianpasaldiatasmenjelaskankegiatanusahayanghasilnya

dapat

mempengaruhilingkunganalam,lingkunganbuatansertalingkungan

sosial

budayawajibmemilikianalisismengenaidampaklingkunganakan

tetapi

industriusaha yang tidakdiharuskan membuatdokumen AMDAL.

Sehingga

setiap kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL wajib

memilikiUKL/UPL.

olehsebabituadabeberapaindustriantaranya:

a.Industribesar;

b.Industrisedang;

c.Industrikecil;

d.Industrirumahtangga.

Usahadan/ataukegiatanyangtidakwajibdilengkapiUKL-UPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 ayat(2)wajib membuat

suratpernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan

lingkunganhidup.

Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud

padaayat(1)

dilakukanberdasarkankriteria:
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a.tidak termaksud dalam kategori berdampak penting

sebagaimanadimaksuddalam pasal23ayat(1);dan

b.kegiatanusahamikrodankecil

c.KetentuanlebihlanjutmengenaiUKL-UPLdansuratpernyataan

kesanggupampengelolaandanpemantauanlingkunganhidupdiatur

denganperaturanmenteri.

Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (Strict Liability)

merupakan

gagasanyangdisampaikandalam Undang-UndangNo.32Tahun2009

tentangPerlindungandanPengelolaaanLingkunganHidup.

Pasal88“Setiaporangyangtindakannya,usahanya,dan/atau

kegiatannya menggunakan B3,menghasilkan dan/atau mengelola

limbahB3,

dan/atau yang menimbulkan ancaman seriusterhadap lingkungan

hidup

bertanggung jawab mutlakataskerugian yang terjaditanpa perlu

pembuktian

unsur kesalahan”.Didalam penjelasan Pasal88 “Yang dimaksud

dengan

“bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur

kesalahantidak

perlu dibuktikan oleh pihakpenggugatsebagaidasarpembayaran

gantirugi”.Ketentuanayatinimerupakanlexspecialisdalam gugatan
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tentangperbuatan

melanggarhukum padaumumnya.

Tanggung jawab seseorang mencakup perbuatan-perbuatan

individu

yang lain.Hubungan hukum yang sama,yaitu antara delik dan

sanksi,dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggung jawab.

Secaraumum

prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapatdibedakan

sebagaiberikut:

1.TanggungJawabBerdasarkanUnsurKesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdsarkan unsur kesalahan (fault

liabilityatau liabilitybased on fault)adalah prinsip yang cukup

umum dalam hukum

pidanadanperdata.Sepertidalam asashukum pidanayaitu“Tiada

Pidana

tanpakesalahan”dandidalam hukum perdatayaituperbuatan

melawan

hukum dalam Pasal1365KUHPerdata.

a.PrinsipPradugaUntukSelaluBertanggungJawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap

bertanggungjawab(presumptionofLiabilityprinciple,sampaiia

dapatmembuktikanbahwa ia tidakbersalah.Haltersebuterat

sekaliapabilaterhadaptergugatyangsecaranyatamelakukan
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perbuatanyangmerugikanoranglain.

b.PradugaUntukTidakSelaluBertanggungJawab

Prinsipiniadalahkebalikandariprinsipkedua.Prinsippraduga

untuk

tidakselalu bertanggung jawab hanya dikenaldalam lingkup

transaksi

konsumenyangsangatterbatas.

c.PrinsipTanggungJawabMutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strictliability atau absolute

liability).

MenurutE.SuhermanStrictLiabilitydisamakandenganAbsolute

Libility,dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk

membebaskandiridaritanggungjawab,kecualiapabilakerugian

yangtimbulkarenakesalahanpihakyangdirugikansendiri.

2.TanggungJawabdenganPembatasan

Prinsiptanggungjawabdenganpembatasan(Imitationofliability

principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk

dicantumkansebagaikalusulaeksonerasidalam perjanjianstandar

yangdibuatnya.

Dalam teorimengenaitanggung jawab,terdapattanggung

jawab

terhadapmasyaratkatyangbiasanyadisebuttanggungjawabsosial.
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Dalam halpenegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan

lingkungan, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup

menegaskanmengenaiPrinsip-PrinsipTanggungJawabyangperlu

diperhatikan dalam hal seseorang atauperusahaan melakukan

pencemaran bahkan melanggarhukumlingkungan.Adapun prinsip-

prinsippertanggungjawabandalam hukum lingkungan:

a.Tanggungjawabsosial

Tanggungjawabsosialsepertidalam Undang-UndangDasar1945,

padaPasal28H ayat(1),yangberbunyisebagaiberikut:“Setiap

orangberhakhidupsejahteralahirdanbatin,bertempattinggal,dan

medapatkan lingkunganhidup baik dan sehat serta berhak

memperolehpelayanankesehatan.”Hakyangsamajugadiaturdi

dalam Pasal9 Undang-Undang No.39 Tahun1999tentang Hak

AsasiManusia,sebagaiberikut:

Ayat(2)“Setiaporangberhakhiduptenteram,aman,damai,bahagia,

sejahteralahirdanbatin.”

Ayat(3)“Setiaporangberhakataslingkunganhidupyangbaikdan

sehat.”

b.TanggungjawabMutlak

Pengertianbertanggungjawabsecaramutlakataustrictliability

yakni

unsurkesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat
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sebagaidasar

pembayarangantikerugian.Ketentuaninimerupakanlexspesialis

dalam

gugatan tentang perbuatan melanggarhukum pada umumnya.

Besarnyanilaigantirugiyangdapatdibebankanterhadappencemar

atau perusak lingkunganhidup dapatditetapkan sampaibatas

tertentu.Yangdimaksudsampaibatastertentuadalahjikamenurut

penetapanperaturanperundang-undanganyangberlakuditentukan

keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan

yangbersangkutan atau telah tersedian dana lingkungan hidup.

Mengenaitanggungjawab mutlakyaitu dapam Pasal88 “Setiap

orang yang tindakannya,usahanya, dan/atau kegiatannya

menggunakan B3,menghasilkan dan/ataumengelola limbah B3,

dan/atauyangmenimbulkanancamanseriusterhadaplingkungan

hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi

tanpaperlupembuktianunsurkesalahan”

B3merupakanBahanberbahayadanberacunyangselanjutnya

adalah

zat,energi,dan/ataukomponenlainyangkarenasifat,konsentrasi,

dan/ataujumlahnya,baiksecara langsung maupun tidaklangsung,

dapatmencemarkan

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan

lingkungan

hidup,kesehatan,sertakelangsunganhidupmanusiadanmakhluk
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hiduplain.

Dalam tanggung jawab sosialterdapatterdapattanggung jawab

terhadap

lingkungan.TanggungjawabterhadaplingkunganKualitaslingkungan

adalah kebaikan publik,dimana setiap orang menikmatinya tanpa

pedulisiapa

yngmembayaruntuknya.Jikasuatuprodukyangdihasilkansuatu

perusahaan

tentunya membawa dampak negative tehadap lingkungan

(pencemaran

lingkunga)seperti,polusiudara,tanahdanair.

Tanggung jawab PT.IntiIndosawitSuburPMKS IBuatan

(PBS)terhadaplingkungansekitaradalahdengancaramembuatdua

septictank,septictankyangberukuranlebihbesardaripadaseptictank

yang satunya.Kemudiandisalurkan ke sebuah drum besaryang

ditanam didalam tanah,setelahairterkumpulakankeluardengan

sendirinyadanlimbahyanglainakanmengendapyangkemudianakan

dibuanglangsungkelingkungandenganmeninggalkanbaubusuk.

ManagerPT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan

(PBS)menjelaskan

lagibahwa airyang keluardaridrum akan ditampung lagidi

penampungan

sepertikolam kecilyangnantinyaakanmenghasilkanendapanyang

dapat
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dimanfaatkansebagaipupukdanberupaairyangdibuanglangsungke

sungai

tanpa dengan bahaya yang cukup besar.Dan juga takluputdari

bantuanpara

petanikebundisekitaruntukmemanfaatkanlimbahtersebutsebagai

pupukbuattanamanmerekaagarmenjadilebihsubur.

Pabriknyaemangdekatdengansungaitapitidakmembuang

limbah cairtahu langsung kesungaiwalaupun,sungainya sudah

tercemariolehpabrikubiyangmembuanglimbahnyalangsungke

sungai.Makadariituperusahaanmembuatduasepsitankdankolam

khususuntukmembuanglimbahcairkesungai.Danjugamembuat

limbahcairmenjadiBio-gasyangdihasilkanolehlimbahcairsawit

tidakhanyamenjagalingkungantetapijuga

meningkatkanpendapatannyadenganmengurangikonsumsibahan

bakar.

Biogasmerupakansalahsatusumberenergiterbaruyangdapat

menjawab kebutuhan energialternatif.Biogas adalah gas yang

dihasilkandari

prosespenguraianbahan-bahanorganikolehmikroorganismedalam

keadaan

anaerob.Untuk menghasilkan biogas dibutuhkan reactorbiogas

(digester)

yang merupakan suatu instalasikedap udara,sehingga proses

dekomposisi
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bahanorganikdapatberjalansecaraoptimum.

Disamping itu,digesterbiogas dapatmenguraiemisigas

metana

(CH4)yangmerupakansalahsatugasyangmenimbulkanefekgas

rumah

kaca yang menyebabkan terjadinya fenomena pemanasan.Jadi,

limbahcairtidakselalumerugikanlingkungandanmasyarakatsekitar

asalkan bisa di kelolah dengan baik dan benar kita juga

bisamemperolehkeuntungandarilimbahcairmaupunlimbahpadat

sekalipunitulahyangdilakukansejauhinisebagaitanggungjawab

perusahaan.Danjugasuatualternatifpengolahanlimbahyangcukup

sederhanaadalahpengolahansecarabiologis,yaknidengankombinasi

prosesbiologis"Anaerob-Aerob".

B. Faktor-FaktorPenyebab Pengelolaan Limbah CairTidak Berjalan

DenganBaikSesuaiDenganUndang-UndangNomor32Tahun2009

TentangPerlindunganDanPengelolaanLingkunganHidup

KegiatanindustrisawitdiIndonesiadidominasiolehusaha-

usahayangberkorelasilangsungdenganlingkunganhidup.Darisegi

lokasi,usahainijugasangattersebardiseluruhwilayahIndonesia.

Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnyabertaraf

pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang

melakukanpengolahan limbah.(Sastrawijaya, 2000, p. 48)Industri

sawitsalahsatucontohyangpenulislakukanpenelitianpadaPT.Inti



70

IndosawitSuburPmks IBuatan (PBS)diPangkalan Kerinciyang

dimana dalam proses pengolahannya menghasilkanlimbah baik

limbah padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari

prosespenyaringan dan penggumpalan.Sedangkan limbah cairnya

dihasilkandariprosespembersihan,olehkarenaitulimbahcairyang

dihasilkansangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik

mengandung bahan organiktinggidan kadar BiologicalOxygen

Demand(BOD),ChemicalOxygenDemand(COD)yangcukuptinggi

pula,jikalangsungdibuangkebadanair,jelassekaliakanmenurunkan

dayadukunglingkungan.(Sastrawijaya,2000,p.49)

Sawitmerupakansalahsatujenisindustriyangmenghasilakan

limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Industri

sawitmembutuhkanairyaituuntukprosespencuciandanpenyaringan.

Pengertian pencemaransendiriadalah masuk atau dimasukannya

makhluk hidup,zat,energidan ataukomponen lain ke dalam air,

udara/tanah dan atau berubahnya tatanannya(komposisi) oleh

kegiatanmanusiaatauolehprosesalam,sehinggakualitasnyaturun

sampaike tingkattertentu yang menyebabkan air,udara/tanah

menjadikurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan

peruntukannya.(arif,2018)

Untuk menindak kasus pencemaran lingkungan sebagai

dampaknegatifdaripesatnyapembangunandankemajuankota,yaitu

bentukpembuanganlimbaholehberbagaiindustridanbadanusaha,

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor32 Tahun
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2009 sebagaipenggantiUndang-Undang Nomor 23Tahun 1997

tentangPengelolaanLingkunganHidup.(Macmud,2012,p.163)

Didalam Pasal1butir1UULH dijelaskanbahwalingkungan

hidup

merupakankesatuanruangdengansemuabenda,daya,keadaan,dan

makhluk

hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya

yangmempengaruhi kelansungan kehidupan dan kesejahteraan

manusiaserta

makhlukhiduplainnya.(Soemartono,2004,p.117)

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup bertujuan

kepada

tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara

manusiadan

lingkunganhidupsertademiterwujudnyamanusiaIndonesiasebagai

insan

lingkungan hidup yang memilikisikap dan tidak melindungidan

membina

lingkungan hidup.Dengan adanya industri tingkat awal, maka

peningkatandanpenurunanlingkunganmulaiterlihat.Polusitanah,air,

udarasertafakta-faktalainmulaiterjadi.Dikota-kotadimanapopulasi

sudah mengalamipeningkatan maka akan cenderung menimbulkan

limbahhasilkegiatanyangmenyebabkanpolusi,sedangkandampak

diluardarikota mengalamipenurunan kualitas tanah,kepunahan
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berbagaimacam jenis satwa sertaperubahan yang menyeluruh

terhadapalam sekitar.(Makarao,2006,p.48)

Akibattingginyaperkembanganpenduduk,makalimbahyang

dihasilkan pun cenderung meningkat.Selanjutnya karna lemahnya

kesadarn

danrendahnyapemahamanterhadapperaturanperundangantentang

lingkungan hidup serta rendahnya tanggung jawab para pelaku

kegiatan dalammemenuhikewajibannya sesuaidengan komitmen

yangsudahadadalamdokumenlingkungansepertiAnalisaDampak

Lingkungan(AMDAL),danlainnyamerupakanfactorpemicuterjadinya

pencemarandanpengrusakanlingkungandisampingmasihdirasakan

lemahnya pengawasan yang dilakukanoleh aparatterkaitdibidang

lingkunganhidupterhadapkegiatanatauusahayangada.

AnalisaMengenaiDampaklingkunganatauAMDALdiaturjuga

dalam Pasal32 Tahun 2009.Hal-halpenting yang terkaitdengan

AMDAL yangtermuatdalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009

adalah AMDAL dan UKL/UPLmerupakan salah satu instrumen

pencegahan pencemaran dan atau kerusakanlingkungan hidup,dan

dikenakannyasanksipidanadanperdataterkaitpelanggaranbidang

AMDAL.MenurutHarjaSoemantri,sebagianbesarpengertiantentang

AMDALsecarajelasmengatakan bahwaAMDALadalahsuatu alat

untuk memperkirakan,menilai, dan mengkomunikasikan

dampaklingkungandarisuatuproyek,danjugamerupakansuatustudi

tentangdampakdarikegiatanyangdirencanakanterhadaplingkungan
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hidup yang dibutuhkanbagipengambilan keputusan.(Soemartono,

2004,p.120)

Denganadanyaindustriperkebunankelapasawitjugamemiliki

dampaknegatifterhadapekosistemhutan.Secaraekologisdampak

yang ditimbulkanadalah hilangnya keanekaragaman, perubahan

padaekosistem hutan,hilangnya keanekaragaman hayatidan juga

ekosistem hujanhutantropisdanjugahewanyangsemakinpunah.

Tidakhanyaitu,adanya

industriperkebunankelapasawitjugamenimbulkanpencemaranyang

dihasilkan oleh asap pembakarandan pembuangan limbah.Hal

tersebutdapat

menyebabkanhewanteracuniuntukwaktuyangcukuplama.Dalam

praktik pembangunan industrikelapa sawit,dampak negatifterus

bertambahserius,

tidakhanyadikawasanhutankonversi,namunjugaterdapatdiwilayah

hutan yang berproduksi, hinggahutan yang mempunyai

keanekaragamanhayatiyangcukuptinggi.(Khairunnisa,2018)

Undang-UndangNomor32Tahun2009tentangPerlindungan

dan

PengelolaanLingkunganHiduppadaPasal20ayat(3)menyatakan

bahwa setiaporang diperbolehkan membuang limbah ke media

lingkunganhidupdenganpersyaratan:

a.Memenuhibakumutulingkunganhidup;
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b.MendapatizindariMenteri,Gubernur,atauBupati/walikotasesuai

dengankewenangannya.

Pada Pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara

kelestarian

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau

kerusakan

lingkungan hidupdan kewajiban kita untuk menjaga dengan baik

karunia yangtak ternilaiharganya dariTuhan berupa alam dan

keanekaragamanhayatinya,jadikitaharusmenjagakelestarianalam

ini,menjagabakumutuairlimbah.

Langkahdantindakanyangharusdilakukandalam pengelolaan

airlimbahyangberwawasanlingkunganseyogianyadiarahkansebagai

berikut:(Supriyatno,2000)

1.Semua limbah harus sudah diolah sampai ketingkat yang

memenuhibakumutulimbah,bakumutulingkungan,baikair,tanah,

danudara.

2.Menyusunbakumutulimbahuntukjenisindustridankegiatanyang

belum mempunyaibakumutu.

3.Mengembangkan dan melaksanakan izin jenispembuangan

(dischargepermit)yangberdasarkanatasbakumutulimbahdengan

menyertakan

sistem penaltidaninsentifuntukmendorongminimalisasiairlimbah.
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4.Memasukkantujuanperlindungankualitaslingkungansetempatdan

prinsip-prinsip dayadukung lingkungan dalam pengembangan

izinpembuangan.

5.Melengkapi usaha penataan pengendalianpencemaran yang

dilakukan oleh pemerintahyang mengandalkan kekuatan dari

budayamalu.

Penggunaanbudayamaluinidapatdilakukanmelaluimediadan

environmentalcompliancerating.

6.Terusmenigkatkancakupanprokasih,berdasarkanjumlahsungai

danjenis

pencemaran.Sungaiyangmelewatidaerahperkotaandanindustri

perludiprioritaskan.

7.Memberikan bantuan teknis dan manajemenkepada kegiatan

pengendalianproduksidanpengolahanlimbah.

8.Mendorongmanufakturuntukmemproduksiperalatanpengendalian

pencemaranberteknolgitinggilisensidarimanufakturutama.

Dieraglobalisasiekonomiyangsemakinmeningkat,tantangan

lingkungan dan sosialtradisionaltampaknya telah memperoleh

dimensibaru yang harus diperhitungkan.Dinegara berkembang,

sebagianbesarmasalahlingkungandisebabkanolehketerbelakangan.

Jutaan orang terus hidup jauh dibawah tingkatminimum yang

diperlukanuntukkehidupanmanusiayanglayak,kekuranganmakanan

danpakaianyangmemadai,tempattinggaldanpendidikan,kesehatan
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dansanitasi.(SriWahyuni,2011).

Sejaktahun 1982,Indonesia memilikiundang-undang untuk

melindungilingkungan,tetapipenerapannya danpemantauan tidak

efektif karena berbagaialasan.Dengan demikian,undang-undang

lingkungan dapat dicirikansebagai tidak memadai dan

membingungkan,dantampaknyatidakmemilikideterminantertentu

dan transparansidalampenegakan hukum.Meskipun Agenda 21

pemerintahIndonesia,Program AksikonferensilingkungandiRiopada

tahun 1992,telah berkomitmen untuk mengintegrasikan masalah

lingkungankedalam semuakebijakandanuntukmengejarkebijakan

keberlanjutan.Initundukpadatingkatekonomiyangtinggibenturan

kepentingan,KehutananmenurutUndang-UndangKehutananNomor

41 Tahun 1999 adalah suatu sistemyang berkaitan dengan

pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang

diselenggarakan secaracara yang terintegrasi.Hutan merupakan

kesatuan bentuk ekosistem bentang alam sumber daya

hayati,didominasiolehpepohonandilingkunganalamnya.Keduanya

tidakdapatdipisahkan.Kawasanhutanadalahkawasantertentuatau

kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk

dilindungisecara permanenhutan.Hutan negara adalah hutan yang

beradadiatastanahyangtidakdibebanihakatastanah.Hutanmilik

adalahhutan yang berada diatas tanah yang dibebanihak atas

tanah.Hutanadatadalahhutannegaradiwilayahitudarimasyarakat

adat.Hutan produksiadalah hutan yang mempunyaifungsipokok
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menghasilkanhasilhutan.Hutanlindungadalahkawasanhutanyang

mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupansistem

pendukunguntukmengaturtataair,mencegahbanjir,mengendalikan

erosi,mencegah lautintrusiairdan menjaga kesuburan tanah.(Sri

Wahyuni,2013)

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan

meningkatnya permintaan kayu,perkebunan dan perluasan lahan

pertanian;praktik industriperkayuan yang berlebihan ditambah

dengantingkateksploitasisumberdayahutansecarabudidayaskala

besartanpaadanyaupayayangmemadaikonservasidanrehabilitasi;

kebijakan yang kurang mendukung pelestarian hutan dan

hutankegagalanpenegakanhukum meningkatkantingkathilangnya

hutan.(SriWahyuni,2010)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah

pemerintah dengan UU Kehutanan No.41 Tahun 1999 tentang

Harmonisasi Hutan dilihat dari segi hutanpengelolaan dengan

kewenangan yang ada ditangan pemerintah (pemerintah pusat),

tetapiketentuan pasal10 Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yangmenggantikan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama, terdapat

ketidakharmonisandalamkasuspengelolaanhutan.Dilihatdaripasal

10UUNo.32Tahun2004,bahwahanyameliputiurusanpemerintahan,

politikluarnegeri,pertahanan,keamanan,peradilan,moneterdanfisik,

danagama,dengandemikiantersiratmaksudagarpengelolaanhutan
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diserahkan kepada Pemerintah,tetapiUUNomor41 Tahun 1999

tentangKehutanandanTataHutantidakberubah,masihtetapdengan

pemerintah (pemerintah pusat).Halinimenimbulkan kontradiksi

dalam halhutanotoritasadministrasi.(SriWahyuni,2013)

Hutan adalah banyakpemasokbahan baku dan komoditas

terbarukan.Melaluinyafungsimelindungidaerahaliransungaidan

tanah adalah dasar-eksistensibanyak industri.Tropis produk kayu

keras yang dieksporpada tahun 1986 oleh negara-negara tropis

mewakili, hanya 3% dari degradasi total kayu di negara

berkembang.Namun,sebagian besareksporiniberasaldarihutan

hujandarisejumlahkecilnegaratropis,dimanamerekamerupakan

bagianyangsangatbesardaridegradasikayu.Initerutamaterjadidi

daerahtropistimur.(SriWahyuni,2018)

Faktor-faktorPenyebabPengelolaanLimbahCairTidakBerjalan

DenganBaikSesuaiDenganUndang-UndangNomor32Tahun2009

Tentang

PerlindunganDanPengelolaanLingkunganHidupadalahKesadaran

lingkunganberartiusaha dimana melibatkan masyarakat dalam

melakukan pelestarianlingkungan hidup untuk menumbuhkan dan

membinakesadaranyangseharusnyaterciptalingkunganhidupyang

baik dan sehat.Walaupun tindakan seseorang atausekelompok

pengusaha yang hanya mengejar kepentingannya sendiri

tanpamemperhatikandampakkerusakanlingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengamati ada
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beberapahalyangmempengaruhikesadaranlingkunganadabeberapa

faktoryangmempengaruhinyaadalah:

1.FaktorKetidaktahuandaripengusahaitusendiri

Pengusahatahumaupunpengusahaindustrirumahtanggakurang

mengetahuaitentangpentinganyamenjagapelestarianlingkungan

hidup.Halinidikarenapencemaranlimbahcairpembuatantahudi

kerincimaupun dikota lainnya tidak dikelola dengan baik dan

langsung dibuang ke sungaidan dilingkungan sekitarnamun

limbah tersebuttidak berdampak buruk bagimasyarakatkarena

limbahtersebutterbawaolehaliransungai.dansebaliknyalimbah

yangdihasilkansangatberdampakburukbagilingkungan.

2.Faktorpartisipasipemerintahdanpenegakanhukum

Peranan pemerintah sangat penting untuk bertindak tegas

dalanpengawasan.Dilihatdaripengusaha sawitbelum memiliki

ijinusahadanijinlingkungansertapengelolahanlimbahcairyang

kurangbaiksehinggadibutuhkanketegasanpemerintahKabupaten

Pelalawan dalammelaksanakan peraturan dan perlu adanya

sosialisasisertapartisipasimengenaisosialisasiisiperaturanserta

pembinaanlangsung kepada pengusaha tahu agarmenambah

pengetahuantentanghukum.

3.Faktorperanmasyarakat

Pelestarianlingkungansangateratkaitannyadenganmasyarakat.

masyarakat kurang memperhatikan dampakpencemaran yang

terjadisehinggaperluadanyakepeduliandarimasyarakatsebagai
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pengawasagarpelestarianlingkungandapatterjaga.

Kualitaslingkunganhidupakanmeningkatbiladidukungoleh

adanya

kesadaranhukum baikdaripengusahamaupunaparatpemerintah.

Sebagai warganegara yang taat akan hukum tentunya akan

memahamiPasal68Undang-UndangNomor32Tahun2009tentang

PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidupyangberbunyi:“Setiap

orangyangmelakukanusahadan/ataukegiatanberkewajiban”:

a.Memberikaninformasiyangterkaitdenganperlindungandan

pengelolahanlingkunganhidupsecarabenar,akuratterbukadan

tepat

waktu.

b.Menjagakeberlanjutanfungsilingkunganhidup;dan

c.Menaatiketentuantentangbakumutulingkunganhidupdan/atau

kriteriabakukerusakanlingkunganhidup.

Dengan demikian perlu adanya ketaatan seseorang akan

peraturanhukumyangtelahditetapkan.Akantetapibelum adajaminan

bahwa masyarakat yangmengetahuiketentuan ketentuan hukum

tertentu dengan sendirinya maumematuhinya,diakibatkan sejauh

manapemahamanmerekamengenaikesadaranhukum akantetapi

masyarakatyangmengetahuiketentuanhukum lebihcenderunguntuk

mematuhinya.

Sehubungan dengan haltersebutmaka hadirnya peraturan

perundang-
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undanganyangmerupakansaranamencegahmaupunmenanggulangi

terjadinyapelanggaranhukum yangdimaksudpelanggaranlingkungan

hidup. Berdasarkantingkat kesadaran hukum menurut soerjono

soekanto.

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.TanggungJawabdanPengawasanPT.IntiIndosawitSuburPMKSI

Buatan (PBS)Terhadap Pengelolaan Limbah Cairadalah dengan

cara membuatdua septictank,septictankyang berukuran lebih

besardaripadaseptictankyangsatunya.Kemudiandisalurkanke

sebuah drum besar yang ditanam didalam tanah,setelah

airterkumpulakankeluardengansendirinyadanlimbahyanglain

akanmengendap yang kemudian akan dibuang langsung ke

lingkungan denganmeninggalkan bau busuk.Menjelaskanlagi

bahwa air yang keluar dari drum akan ditampung lagi di

penampungansepertikolam kecilyangnantinyaakanmenghasilkan

endapanyangdapatdimanfaatkansebagaipupukdanberupaair

yangdibuanglangsungkesungaitanpadenganbahayayangcukup

besar.

2.Faktor-FaktorPenyebabPengelolaanLimbahCairTidakBerjalan

DenganBaikSesuaiDenganUndang-UndangNomor32Tahun2009

TentangPerlindunganDanPengelolaanLingkunganHidupadalah
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Pertama,FaktorKetidaktahuandaripengusahaitusendiridikarena

pencemaranlimbahcairpembuatantahudikerincimaupundikota

lainnyatidakdikeloladenganbaikdanlangsungdibuangkesungai

dandilingkungansekitarnamunlimbahtersebuttidakberdampak

burukbagimasyarakatkarenalimbahtersebutterbawaolehaliran

sungai. Kedua,Faktor partisipasi pemerintah dan penegakan

hukum,dibutuhkan ketegasan pemerintah Kabupaten Pelalawan

dalammelaksanakanperaturandanperluadanyasosialisasiserta

partisipasi mengenaisosialisasi isi peraturan serta

pembinaanlangsung kepada pengusaha tahu agarmenambah

pengetahuan tentang hukum.Ketiga,Faktorperan masyarakat

dikarenakan masyarakat kurang memperhatikan

dampakpencemaranyangterjadisehinggaperluadanyakepedulian

darimasyarakatsebagaipengawas agarpelestarianlingkungan

dapatterjaga.

B. Saran

1.Sebaiknya Pemerintah Kabupaten seharusnya memberikan

sosialisasitentangUndang-UndangNomor32Tahun2009tentang

Perlindungandan

Pengelolaankepadapengusahaataupemilikpabriksawitmaupun

masyarakat,sehinggapengusahaataupemilikpabriksawitmaupun

masyarakat dapat mengetahui bahayanya limbah cair yang

dihasilkanoleh

pembuanganhasilsawitterhadaplingkungan.dandiharapkan
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dapat memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada

masyarakat

mengenaibahaya limbah cairdan bagimasyarakatseharusnya

sadarakan

peraturan yang telah diundangkan pemerintah, sehingga

pencemaran

lingkungandilingkunganmasyarakatdapatdihindari.

2.Supayamasyarakatmengetahuidampakdarilimbahcairsawit.

Olehsebab

itukitaharusmenjagalingkungansekitardarilimbahsawityang

berbahayaperlukesadarandarisemuapihak,tanggungjawabdari

berbagai elemensangat diperlukan bagi kelangsungan hidup

manusiamaupunbiotayangberadadiairrawadansaluran-saluran

airlainnya,agartidakmenimbulkankerusakan dan mengganggu

kelangsunganhidupmanusia.Limbahindustrihendaknyadiproses

dahuludenganteknikpengolahanlimbah,dansetelahmemenuhi

syaratbakumutuairbuanganbarubisadialirkankesungai.Dengan

demikian akan tercipta sungaiyang bersih danmemilikifungsi

ekologis.
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